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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah 

SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-

Nya sehingga penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 

2023 dapat diselesaikan. Penyusunan dan penyampaian Laporan 

Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintah kepada rakyat. 

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah 

Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas 

antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang 

merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

 

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi 

Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah,  Peraturan Walikota Bekasi 

Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat  atas Peraturan 

Walikota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi 

dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang  

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi. 
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Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebagai salah satu entitas 

yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun 

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan 

Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 

Ekuitas dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan dengan 

informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bekasi, 21 Mei 2024 

Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI 
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI 

Selaku 

PENGGUNA ANGGARAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 

2023 

 

Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan 

Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 berdasarkan 

Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan Peraturan Pengelolaan 

Keuangan Daerah sesuai Ketentuan dan Perundang-undangan tentang 

Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis 

Akrual yang terdiri dari : 

 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

2. Neraca 

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

4. Laporan Operasional (LO) 

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

     

Bekasi, 21 Mei 2024 

Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI 

 

 

 

 

AHMAD SAHRONI, S.Sos, M,Si 

NIP. 19740706.200604.1.009 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

LRA 

(LAPORAN REALISASI ANGGARAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Dalam Rupiah)
NO REFF 2022

Anggaran Realisasi %
1 PENDAPATAN 4.1.1 0 0 0.00 0
2 4.1.1.1 0 0 0.00 0
3 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 4.1.1.2 0 0 0.00 0
4
5 Pendapatan Hibah - LRA 0 0 -                
6 Dana Darurat - LRA 0 0 0.00
7 Pendapatan Lainnya - LRA 0 0 0.00

8 0 0 -                
9 JUMLAH PENDAPATAN 0 0 0.00

10 BELANJA 4.1.2 184,951,581,620 152,358,854,438 82.38         134,567,940,364
11 BELANJA OPERASI 4.1.2.1 178,915,055,006 146,372,125,148 81.81         133,157,282,864
12 Belanja Pegawai 4.1.2.1.1 67,656,212,000 62,407,581,235 92.24         63,355,348,074
13 Belanja Barang dan Jasa 4.1.2.1.2 111,258,843,006 83,964,543,913 75.47         69,801,934,790
14 Bunga 0 0 0.00
15 Subsidi 0 0 0.00
16 Hibah 0 0 0.00
17 Bantuan Sosial 0 0 0.00
18 Jumlah Belanja Operasi 178,915,055,006 146,372,125,148 81.81         133,157,282,864
19 BELANJA MODAL 4.1.2.2 6,036,526,614 5,986,729,290 1,410,657,500
20 Belanja Modal Tanah 0 0 0.00
21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6,036,526,614 5,986,729,290 99.18         1,410,657,500
22 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 0.00 0
23 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0 0.00 0
24 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 0 0.00 0
25 Jumlah Belanja Modal 6,036,526,614 5,986,729,290 99.18         1,410,657,500
26 BELANJA TAK TERDUGA
27 Belanja Tak Terduga 0 0 0.00
28 Jumlah Belanja Tak terduga 0 0 0.00
29 JUMLAH BELANJA 184,951,581,620 152,358,854,438 82.38         134,567,940,364
30 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

31 0 0 0.00 0
32 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
33 Jumlah Transfer Bantuan Keuangan 0 0 0.00 0
34 SURPLUS / DEFISITSURPLUS/DEFISIT 4.1.3 (184,951,581,620)              (152,358,854,438)               82.38         (134,567,940,364)               
35 PEMBIAYAAN
36 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
37 Penggunaan SiLPA 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Jumlah Penerimaan 0.00 0.00 0.00 0.00
39 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN NETTO 0.00 0.00 0.00 0.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (184,951,581,620)              (152,358,854,438)               82.38         (134,567,940,364)               

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bekasi,  21 Mei 2024
Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI 

AHMAD SAHRONI, S.Sos, M.Si 
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Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah 
Lainnya

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN 2023

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NERACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Dalam Rupiah)

NO REFF 2023 2022

4.2.1
ASET LANCAR 4.2.1.1

4.2.1.1.1
Kas di Bendahara Pengeluaran 4.2.1.1.1.1 0.00 0.00
Kas di Bendahara Penerimaan 4.2.1.1.1.2 0.00 -                                          

4.2.1.2.1 -                                          
Penyisihan Piutang Pajak 4.2.1.2.7 -                                          

Piutang Retribusi 4.2.1.2.2 -                                          
Persediaan 4.2.1.4 653,479,000.00                     631,403,020.00                     

JUMLAH ASET LANCAR 653,479,000.00                     631,403,020.00                     
ASET TETAP 4.2.1.5

Tanah 1,000,000,000.00                  1,000,000,000.00                  
Peralatan dan Mesin 30,035,752,059.80                23,525,779,519.80                
Gedung dan Bangunan 50,358,457,879.00                50,198,312,629.00                
Jalan,Irigasi dan Jaringan 151,764,700.00                     151,764,700.00                     
Aset tetap Lainnya 600,440,990.22                     648,751,100.22                     
Konstruksi dalam Pengerjaan -                                          -                                          
Akumulasi Penyusutan 4.2.1.6 (28,342,874,628.80)               (23,781,687,529.80)               
JUMLAH ASET TETAP 53,803,541,000.22                51,742,920,419.22                

ASET LAINNYA 4.2.1.2
Tagihan Jangka Panjang 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
Aset Tidak Berwujud 280,710,000.00 280,710,000.00                     
Aset Lain-Lain 2,145,248,419.20                  2,194,414,919.20                  
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (255,709,998.00)                   (230,709,998.00)                   
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (1,197,988,729.20)                 (1,215,299,434.20)                 
JUMLAH ASET LAINNYA 972,259,692.00                     1,029,115,487.00                  
JUMLAH ASET 55,429,279,692.22                53,403,438,926.22                

KEWAJIBAN 4.2.3
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 4.2.3.1

Utang Belanja 4.2.3.1.2 79,008,771.00                      71,800,530.00                      
Utang Jangka Pendek Lainnya 4.2.3.1.3 -                                          

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 79,008,771.00                      71,800,530.00                      
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN 4.2.3 79,008,771.00                      71,800,530.00                      
JUMLAH EKUITAS 4.2.3.1.3 55,350,270,921.22                53,331,638,396.22                
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 55,429,279,692.22                53,403,438,926.22                

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
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ASET

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI 

N E R A C A (AUDITED)
TAHUN ANGGARAN 2023 dan  2022

URAIAN

Kas

Piutang Pajak



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO 

(LAPORAN OPERASIONAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Dalam Rupiah)

NO URAIAN REFF 2023 2022  KENAIKAN / 
PENURUNAN 

%

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN - LO 4.3.1 -                                             -                                             -                                          -              
BEBAN 4.3.3 150,195,586,933.00                 136,068,262,699.00                 14,127,324,234.00                10.38       
BEBAN OPERASI 150,195,586,933.00                 136,068,262,699.00                 14,127,324,234.00                10.38       
Beban Pegawai 4.3.3.1 62,407,581,235.00                   63,355,348,074.00 (947,766,839.00)                   (1.50)        
Beban Persediaan 4.3.3.2 3,917,492,820.00                     1,309,221,300.00 2,608,271,520.00                  199.22      
Beban Jasa 4.3.3.3 21,673,824,437.00                   16,529,962,420.00 5,143,862,017.00                  31.12       
Beban Barang 4.3.3.4 18,729,687,331.00                   20,141,433,151.00 (1,411,745,820.00)                 (7.01)        
Beban Pemeliharaan 4.3.3.5 6,770,889,757.00                     5,302,918,275.00 1,467,971,482.00                  27.68       
Beban Perjalanan Dinas 4.3.3.6 32,870,528,829.00                   25,943,274,434.00 6,927,254,395.00                  26.70       
Beban Penyusutan 4.3.3.7 3,800,582,524.00                     3,461,105,045.00 339,477,479.00                     9.81         
Beban  Amortisasi 4.3.3.8 25,000,000.00                         25,000,000.00                                    -                                       -           
Beban Penyisihan Piutang 4.3.3.9 -                                          -                                       -           
Beban Lain-lain -                                          -                                       
SURPLUS/DEFISIT-DARI OPERASI - LO 4.3.4 (150,195,586,933)                     (136,068,262,699)                     (14,127,324,234.00)               10.38       
DEFISIT NON OPERASIONAL -                                       -           
POS LUAR BIASA -                                          -                                       -           
SURPLUS/DEFISIT-LO (150,195,586,933.00)                (136,068,262,699.00)                (14,127,324,234.00)               10.38       
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bekasi,  21 Mei 2024
Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI 

AHMAD SAHRONI, S.Sos, M.Si 
NIP. 19740706 200604 1 009

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER  2023 DAN 2022



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPE 

(LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS) 

 

 

 

 

 

 

 



(Dalam Rupiah)

No REFF Per 2022

1 EKUITAS AWAL 4.4.1 53,331,638,396.22                                            49,029,095,274.22 
2 SURPLUS/DEFISIT-LO 4.4.2 (150,195,586,933.00)                (136,043,262,699.00)                   
3 4.4.3 -                                                              
4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN -                                               
5 SELISIH REVALUASI 4.4.4 -                                               
6 KOREKSI EKUITAS LAINNYA (144,634,980.00)                        5,777,865,457.00                         

7 152,358,854,438.00                                134,567,940,364.00                     
EKUITAS AKHIR 4.4.5 55,350,270,921.22                    53,331,638,396.22                    

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bekasi,  21 Mei 2024
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-                                                              

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN 

KEWAJIBAN UNTUK 
DIKOSOLIDASIKAN

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (UNAUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN Per 31 DESEMBER 2023



 

 

 

 

 

 

 

 

CALK 

(CATATAN ATAS LAPORAN 

KEUANGAN) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Dalam rangka melaksanakan kewajiban penyelenggara pemerintahan 

daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka 

Pemerintah Kota Bekasi menyusun Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) Kota Bekasi Tahun 2023 sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. 

Penyusunan LKPD Kota Bekasi Tahun 2023 dimaksudkan untuk 

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan 

seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi selama 

Tahun Anggaran 2023, mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang 

dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, 

menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi 

Pemerintahan Kota Bekasi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap 

Peraturan Perundang-undangan.  

Kewajiban penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi 

adalah untuk kepentingan: 

1. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber 

daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada 

Pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara periodik; 

2. Manajemen, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bekasi dalam periode 
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pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan 

dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas 

Pemerintah Kota Bekasi untuk kepentingan masyarakat; 

3. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka 

dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang-undangan; 

4. Keseimbangan antar generasi (intergenerational equity), yaitu 

membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan 

Pemerintah Kota Bekasi pada periode pelaporan untuk membiayai 

seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang 

akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran 

tersebut; dan 

5. Evaluasi Kinerja, yaitu mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Bekasi 

terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola 

Pemerintah Kota Bekasi untuk mencapai kinerja yang direncanakan. 

Penyusunan LKPD Kota Bekasi Tahun 2023 bertujuan untuk 

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam 

menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, 

sosial, maupun politik dengan:   

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode 

berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; 

2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Bekasi serta hasil-hasil 

yang telah dicapai; 

3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kota Bekasi 

mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 

4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi 

Pemerintah Kota Bekasi berkaitan dengan sumber-sumber 
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penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk 

yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan 

5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan 

Pemerintah Kota Bekasi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, 

sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.  

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, LKPD Kota Bekasi Tahun 

2023 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber 

daya keuangan/ekonomi, Transfer, Pembiayaan, Sisa Lebih/Kurang 

Pelaksanaan Anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Surplus/Defisit-Laporan 

Operasional (LO), Aset, Kewajiban, Ekuitas, dan Arus Kas Pemerintah 

Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023. 

 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam 

penyusunan LKPD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 3663); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6332); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota 

Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016  Nomor 6 Seri 

E); 

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi 
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(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi  

(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13); 

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi 

Tahun 2018 Nomor 16 Seri E); 

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16); 

18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi 

Tahun 2022 Nomor 12); 

19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga 

(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 52 Seri E) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Wali Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

atas  Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak 

Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 05 Seri E); 

20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah 

Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 64 Seri 

E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi 

Tahun 2023 Nomor 59); 
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21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 105 Tahun 2019 tentang 

Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan 

Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 105 

Seri E); 

22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 88 Tahun 2020 tentang 

Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 

2020 Nomor 88 Seri E); 

23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem 

dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita 

Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 33); 

24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota 

Bekasi Tahun 2021 Nomor 92 Seri E) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 

73 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota 

Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 

Nomor 73); 

25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 

2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 

Nomor 29). 

26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata 

Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui 

Rekening Kas Umum daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 

2023 Nomor 61). 
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1.3. Sistematika  Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023 

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I   Pendahuluan 

  1.1.  Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

  1.2.  Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

  1.3.  Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan 

Bab II   Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD 

  3.1.  Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

  3.2.  Indikator Pencapaian target Kinerja APBD 

Bab III  Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

  4.1.  Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan 

  4.2.  Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan 

Keuangan 

  4.3.  Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan 

Keuangan 

  4.4.  Penerapan Kebijakan Akuntansi 

Bab IV   Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 

  5.1.  Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 

  5.2.  Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih 

  5.3.  Penjelasan atas Pos-pos Neraca 

  5.4.  Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 

  5.5.  Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas 

  5.6.  Penjelasan ataas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 

Bab V    Penutup 

Lampiran  
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BAB  II 

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN  

SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI 

 

1.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

Sekretariat DPRD berfungsi sebagai jembatan penghubung kerja 

antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Sehingga, dengan kata lain 

Sekretariat DPRD kedudukannya berdiri di atas dua telapak kaki, 

disatu pihak adalah unsur eksekutif sebagai SKPD dan dilain pihak 

sebagai fasilitator tugas-tugas legislatif serta bertanggungjawab 

secara operasional kepada Pimpinan DPRD. 

Di Kota Bekasi, Sekretariat DPRD menetapkan 1 (satu) tujuan 

dalam memfasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD, yaitu: 

 

”Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam 

Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Penganggaran dan 

Pengawasan ” 

 

Pada tahun 2021, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 

Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 

Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi melakukan perubahan Struktur Organisasi, 

Tugas Pokok, dan Fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Wali 

Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan  

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi, berkedudukan sebagai unsur 

pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan 
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fungsi DPRD Kota Bekasi, yang secara teknis operasional berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara 

administratif bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui 

Sekreatriat Daerah. 

Sekretariat DRPD Kota Bekasi mempunyai fungsi : 

1. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kota Bekasi; 

2. Penyediaan dang pengorganisasian tenaga ahli yang di[perlukan 

oleh DPRD Kota Bekasi dan 

3. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait sertan 

pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Perangkat Daerah, 

lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 

Sekretariat DPRD. 

 

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi menurut 

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata 

Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Bekasi terdiri atas : 

1. Bagian Umum, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawain; 

b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. 

2. Bagian Program dan Keuangan , terdiri dari : 

a. Perencana Ahli Muda; 

b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda. 

3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri dari : 

a. Analis Kebijakan Ahli Muda; 

b. Perancang Peraturan Perundang-undangan; 

c. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda. 

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari : 
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a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda; 

b. Analis Kebijakan Ahli Muda; 

c. Analis Kebijakan Ahli Muda. 

5. Kelompok Jabatan Fungsional  

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing 

sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas 

memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian 

dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, ditetapkan sub 

koordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang 

tugas dan fungsi jabatan administator masing-masing yang 

mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, 

pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan pada satu kelompok substansi. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi didukung oleh 152 orang aparatur. Berdasarkan 

status kepegawaiannya terdiri dari 53 orang ASN dan 99 orang 

Tenaga Kontrak Kerja (TKK). Adapun Daftar Jabatan dan Pemangku 

Jabatan sebagai berikut : 

 

Daftar Jabatan dan Pemangku Jabatan 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

 

Uraian Jabatan 

 

  

Pemangku Jabatan 

Sekretaris DPRD Kota Bekasi : Hanan, M. Si 

Kepala Bagian Umum : Eka Hidayat Taufik, S.IP, 

M.T 

Kepala Bagian Program dan Keuangan : Dra. Ida Sahida. S. M.Pd,  M. 
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Si 

Kepala Bagian Persidangan dan 

Perundang-Undangan 

: Dzikron, S.T 

Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran 

dan Pengawasan 

: Ahmad Sahroni, S. Sos, M. Si 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 

Kepegawaian 

: Kamirin, S. AP 

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan 

Perlengkapan 

: Nazirwan, S. T 

Perencana Ahli Muda : Reviola Harly, S. H, M. Si 

Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli 

Muda 

: Alit Juniawati, M. Si 

Analis Kebijakan Ahli Muda : Lania Octorra, S. IK, M. Si 

Perancang Peraturan Perundang-Undangan : Gomos Jaksa Putra 

Simanjuntak, S. H 

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda : Dra. Sri Dewi Tarpih. N, M. 

Si 

Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli 

Muda 

: Pipik Anwar Sidik, S. Sos, M. 

AP 

Analis Kebijakan Ahli Muda :  Dra. Mulyani, M. M 

 

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten/Kota dalam 

melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan untuk 

mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD. Untuk menyelenggarakan 

tugas, Sekreatariat DPRD mempunyai fungsi : 

1. Perumusan dan penetapan  rencana  strategis dan rencana kerja 

Sekretariat DPRD sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

2. Penetapan pedoman dan petunjuk tehnis penyelenggaraan urusan 

lingkup Sekretariat DPRD; 

3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bagian dan 

Kelompok Jabatan Fungsional; 

4. Pembinaan administrasi perkantoran; 

5. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kota; 
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6. Penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan 

oleh DPRD kota; 

7. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait serta 

pelaksanaan hubungan kerja sama dengan perangkat daerah, 

lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 

Sekretariat DPRD; 

8. Pembinaan dan pengembangan karier pegawai Sekreatariat 

DPRD; 

9. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; 

10.Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Sekretariat 

DPRD sesuai ketentuan yang berlaku; 

11. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Sekretariat DPRD 

kepada Wali Kota melalui Sekretariat Daerah dan laporan kinerja 

Sekretariat DPRD sesuai ketentuan yang berlaku; 

12. Penyelenggaraan tugas lain yeng diberikan oleh Wali Kota. 

 

Untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

pada tahun anggaran 2022, Sekretariat DPRD Kota Bekasi didukung 

oleh kondisi Pegawai dengan Jumlah seluruhnya = 152 orang,   

dengan rincian sebagai berikut   : 

1. STATUS KEPEGAWAIAN: 

PNS                    =        53 orang 

TKK                   =        99 orang 

 

2. PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL 

Sekretaris DPRD (Esselon II)  =        1      orang 

Kepala Bagian (Esselon III)            =        4      orang  

Kepala Sub Bagian (Esselon IV)     =        2      orang 

JFT Penyetaraan Jabatan  =        7      orang  
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3. JABATAN FUNGSIONAL   =    1 Orang (Arsiparis) 

Kondisi Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi berdasarkan 

Pendidikan sebagai berikut : 

Formasi Aparatur Berdasarkan Pendidikan 

NO STATUS 
PENDIDIKAN 

JUMLAH 
S2 S1 D3 D2 SMA SMP 

1 Pejabat 10 4 0 0 0 0 14 

2 ASN 7 22 2 0 8 0 39 

3 TKK 2 64 5 1 26 1 99 

  
19 90 7 1 34 1 152 

 

Kondisi Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi berdasarkan 

Golongan sebagai berikut : 

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan 

NO URAIAN JUMLAH 

1 Golongan IV 10 

2 Golongan III 35 

3 Golongan II 7 

4 Golongan I 1 

5 TKK 99 

 

Total 152 

 

Secara kuantitas pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan 

kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD 

Kota Bekasi, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang 

mempunyai keahlian dibidang perencanaan, kehumasan dan hukum. 

Adapun jumlah Eselon Iva sebanyak 2 (dua) orang, hal ini dikarenakan 

adanya penyederhanaan birokrasi sehingga 7 (tujuh) Eselon IV 

sebelumnya berubah menjadi JFT Penyetaraan. Penyederhanaan birokrasi 

diharapkan dalam pengambilan keputusan akan lebih cepat, sehingga baik 

pelayanan atau kinerja dapat dilakukan dengan cepat dan responsif. 
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Sehingga kondisi Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi berdasarkan 

Esselon sebagai berikut : 

Jumlah Pegawai Menurut Esselon 

NO URAIAN JUMLAH 

1 Eselon  IIb 1 

2 Eselon IIIa 4 

3 Eselon IVa 2 

4 JFT Penyetaraan 7 

 

Total 14 

 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi  beralamat di Jl. Chairi Anwar 

No. 112 Margahayu Bekasi Timur.  

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

merupakan penjabaran dari beban pekerjaan dan tugas-tugas yang 

diamanatkan oleh perundang-undangan yang meliputi penyelenggaraan 

administrasi kesekretariatan, penyelenggaraan administrasi keuangan, 

dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, penyediaan dan 

mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD 

kabupaten/kota menyediakan sarana. Anggaran dan tenaga ahli guna 

kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan 

dengan memperhatikan kemampuan APBD; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah. Dalam Peraturan ini mengatur fungsi dari Sekretariat DPRD, 

yaitu : 

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; 

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan; 

c. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 
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d. Penyediaan dan pengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan 

oleh DPRD. 

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050-

5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sekretariat DPRD merupakan 

unsur pendukung urusan pemerintah yang dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya melaksanakan 2 (dua) program dan 16 (enam belas) 

Kegiatan dengan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan yaitu : 

a. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota : 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah, yang terdiri dari : 

a.  Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtosar Realisasi Kinerja SKPD. 

2. Kegiatan Administasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari : 

a.   Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan 

   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan  Akhir 

Tahun SKPD. 

3. Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah,yang terdiri dari : 

a. Sub Kegiatan Pedidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas 

dan Fungsi, dan  

b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 

Undangan. 

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari : 

a. Sub Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor; 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Logistik Kantor; 

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 
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d.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan; 

e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan 

f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD. 

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengadaan 

Peralatan dan Mesin Lainnya. 

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang 

terdiri dari : 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik, dan 

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 

7.  Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan 

Pemerinah Daerah, yang terdiri dari : 

a.  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan; 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel; 

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya. 

8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, yang terdiri 

dari : 

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administasi Keuangan DPRD; 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan 

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD. 
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9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD yang terdiri dari Sub 

Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD. 

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD : 

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, yang 

terdiri dari : 

a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan 

Peraturan Daerah; 

b. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; 

c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan; 

d. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau 

Naskah Akademik, dan 

e. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD. 

2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, yang terdiri dari : 

a. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS; 

b. Sub Kegiatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; 

c. Sub Kegiatan Pembahasan APBD; 

d. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan; 

e. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester, dan 

f. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD. 

3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang terdiri dari : 

a. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Pemerintahan dan Hukum; 

b. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Infrastruktur; 

c. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Kesejahteraan Rakyat; 

d. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Perekonomian; 
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e. Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Laporan  Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; 

f. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran, dan 

g. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah. 

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, yang terdiri dari : 

a. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD; 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli; 

c. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; 

d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, dan 

e. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD. 

5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, yang 

terdiri dari : 

a. Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah; 

b. Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD; 

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses. 

6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, yang 

terdiri dari Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD. 

7. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, yang terdiri dari : 

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas 

DPRD; 

b. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD; 

c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; 

d. Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD. 

Implementasi dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) bahwa setiap 

Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan 
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pelayanan organisasi diharuskan menyusun Standar Operasional 

Prosedur. 

   

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD 

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan 

kepemerintahannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) melalui belanja daerah yang dijabarkan dalam 

bentuk kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan 

Daerah. Pengelolaan belanja daerah tersebut harus dapat 

mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan 

meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat 

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana 

pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, 

serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Adapun Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 

sebagai berikut : 

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA PERKEGIATAN 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

PROGRAM/ KEGIATAN/ 

SUB KEGIATAN  
PAGU ANGGARAN PAGU PARSIAL  

PAGU 

PERUBAHAN 

1 2 3 4 

SEKRETARIAT DPRD 
     201.144.734.098,00   180.178.982.510,00  

 

184.951.581.620,00  

Administrasi Umum Sekretariat 

DPRD Kabupaten/ Kota 
       93.180.739.138,00    91.692.834.138,00    96.951.819.660,00  
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Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

           245.815.000,00          80.000.000,00          80.000.000,00  

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 

             40.000.000,00          40.000.000,00          40.000.000,00  

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

           205.815.000,00          40.000.000,00          40.000.000,00  

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

       10.735.352.000,00    10.538.262.000,00    10.538.262.000,00  

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN 

       10.498.262.000,00    10.498.262.000,00    10.498.262.000,00  

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

           237.090.000,00          40.000.000,00          40.000.000,00  

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

           620.000.000,00         620.000.000,00         770.000.000,00  

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai berdasarkan Tugas dan 

Fungsi 

           100.000.000,00         100.000.000,00         250.000.000,00  

Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan 

           520.000.000,00         520.000.000,00         520.000.000,00  

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

        5.502.329.562,00      5.502.329.562,00      5.997.329.562,00  

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan Bangunan 

Kantor 

             75.000.000,00          75.000.000,00         150.000.000,00  

Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor 

        2.637.763.000,00      2.637.763.000,00      2.787.763.000,00  

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

           429.116.562,00         429.116.562,00      1.029.116.562,00  

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan 

           580.000.000,00         580.000.000,00         250.000.000,00  

Fasilitasi Kunjungan Tamu         1.152.450.000,00      1.152.450.000,00      1.152.450.000,00  

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

           628.000.000,00         628.000.000,00         628.000.000,00  

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

        3.000.000.000,00      1.800.000.000,00      6.051.916.614,00  

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

        3.000.000.000,00      1.800.000.000,00      6.051.916.614,00  

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

        6.690.976.012,00      6.815.976.012,00      6.778.044.920,00  

Penyediaan Jasa Surat Menyurat              50.000.000,00          25.000.000,00          25.000.000,00  

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

           950.000.000,00      1.100.000.000,00      1.110.000.000,00  

Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

        5.690.976.012,00      5.690.976.012,00      5.643.044.920,00  

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

        7.628.316.564,00      7.578.316.564,00      7.728.316.564,00  

Penyediaan Jasa Pemeliharaan 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas/ 

Kendaraan Dinas Jabatan 

           300.000.000,00         150.000.000,00         150.000.000,00  

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

           550.000.000,00         550.000.000,00         550.000.000,00  

Pemeliharaan Mebel            100.000.000,00         100.000.000,00         100.000.000,00  
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Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

           300.000.000,00         400.000.000,00         400.000.000,00  

Pemeliharaan/ Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

        6.378.316.564,00      6.378.316.564,00      6.528.316.564,00  

Layanan Keuangan dan 

Kesejahteraan DPRD 

       58.007.950.000,00    58.007.950.000,00    58.007.950.000,00  

Penyelenggaraan Administrasi 

Keuangan DPRD 

       57.157.950.000,00    57.157.950.000,00    57.157.950.000,00  

Penyediaan Pakaian Dinas dan 

Atribut DPRD 

           700.000.000,00         700.000.000,00         700.000.000,00  

Pelaksanaan Medical Check Up 

DPRD 

           150.000.000,00         150.000.000,00         150.000.000,00  

Layanan Administrasi DPRD            750.000.000,00         750.000.000,00      1.000.000.000,00  

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi DPRD 

           750.000.000,00         750.000.000,00      1.000.000.000,00  

Program Dukungan 

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi 

DPRD 

     107.963.994.960,00    88.486.148.372,00    87.999.761.960,00  

Pembentukan Peraturan 

Daerah dan Peraturan DPRD 

       19.200.000.000,00    13.440.000.000,00      7.750.000.000,00  

Penyusunan dan Pembahasan 

Program Pembentukan Peraturan 

Daerah 

        1.000.000.000,00         700.000.000,00         500.000.000,00  

Pembahasan Rancangan Perda         8.750.000.000,00      6.125.000.000,00      3.500.000.000,00  

Penyelenggaraan Kajian 

Perundang-Undangan 

        3.250.000.000,00      2.275.000.000,00      1.750.000.000,00  

Fasilitasi Penyusunan 

Penjelasan/Keterangan dan/atau 

Naskah Akademik 

        5.750.000.000,00      4.025.000.000,00      2.000.000.000,00  

Penyusunan Tata Tertib DPRD            450.000.000,00         315.000.000,00                             -  

Pembahasan Kebijakan 

Anggaran 

        6.300.000.000,00      4.410.000.000,00      5.800.000.000,00  

Pembahasan KUA dan PPAS         1.050.000.000,00         735.000.000,00      1.050.000.000,00  

Pembahasan Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS 

        1.050.000.000,00         735.000.000,00      1.050.000.000,00  

Pembahasan APBD         1.050.000.000,00         735.000.000,00      1.050.000.000,00  

Pembahasan APBD Perubahan         1.050.000.000,00         735.000.000,00      1.050.000.000,00  

Pembahasan Laporan Semester         1.050.000.000,00         735.000.000,00         550.000.000,00  

Pembahasan Pertanggungjawaban 

APBD 

        1.050.000.000,00         735.000.000,00      1.050.000.000,00  

Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

       26.864.096.960,00    19.023.656.272,00    22.345.241.960,00  

Pengawasan urusan Pemerintahan 

bidang Pemerintahan dan Hukum 

        4.689.127.240,00      3.282.389.068,00      4.398.347.240,00  

Pengawasan urusan Pemerintahan 

bidang Infrastruktur 

        4.689.127.240,00      3.282.389.068,00      4.398.347.240,00  

Pengawasan urusan Pemerintahan 

bidang Kesejahteraan Rakyat 

        4.689.127.240,00      3.282.389.068,00      4.398.347.240,00  

Pengawasan urusan Pemerintahan 

bidang Perekonomian 

        4.689.127.240,00      3.282.389.068,00      4.398.347.240,00  
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Pengawasan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Laporan Keuangan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

        1.500.600.000,00      1.050.420.000,00      1.000.600.000,00  

Pengawasan Penggunaan 

Anggaran 

        4.150.000.000,00      2.905.000.000,00      2.694.265.000,00  

Pembahasan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah 

        2.456.988.000,00      1.938.680.000,00      1.056.988.000,00  

Peningkatan Kapasitas DPRD        20.860.900.000,00    20.580.900.000,00    24.410.900.000,00  

Pendalaman Tugas DPRD         6.200.000.000,00      5.740.000.000,00      8.200.000.000,00  

Penyediaan Kelompok Pakar dan 

Tim Ahli 

        2.521.612.000,00      2.521.612.000,00      2.341.612.000,00  

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi            576.000.000,00         756.000.000,00         756.000.000,00  

Penyelenggaraan Hubungan 

Masyarakat 

        9.978.288.000,00      9.978.288.000,00    11.228.288.000,00  

Penyusunan Program Kerja 

DPRD 

        1.585.000.000,00      1.585.000.000,00      1.885.000.000,00  

Penyerapan dan 

Penghimpunan Aspirasi 

Masyarakat 

       12.447.800.000,00    11.914.007.500,00    12.447.800.000,00  

Kunjungan Kerja dalam Daerah            405.975.000,00         284.182.500,00         405.975.000,00  

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran 

DPRD 

        1.225.000.000,00      1.225.000.000,00      1.225.000.000,00  

Pelaksanaan Reses        10.816.825.000,00    10.404.825.000,00    10.816.825.000,00  

Pelaksanaan dan Pengawasan 

Kode Etik DPRD 

        3.089.068.000,00      2.162.347.600,00         700.000.000,00  

Pengawasan Kode Etik DPRD         3.089.068.000,00      2.162.347.600,00         700.000.000,00  

Pembahasan Kerjasama 

Daerah 

                               -      

Penyusunan Bahan Komunikasi 

dan Publikasi 

                               -  

                           -                             -  

Fasilitasi Tugas DPRD        19.202.130.000,00    16.955.237.000,00    14.545.820.000,00  

Koordinasi dan Konsultasi 

Pelaksanaan Tugas DPRD 

        5.245.820.000,00      8.245.820.000,00      6.745.820.000,00  

Penyusunan Laporan Kinerja 

DPRD 

        3.500.000.000,00      1.000.000.000,00      1.000.000.000,00  

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas 

Badan Musyawarah 

        9.156.310.000,00      6.409.417.000,00      5.500.000.000,00  

Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD         1.300.000.000,00      1.300.000.000,00      1.300.000.000,00  
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Sekretariat DPRD Kota Bekasi melalui Peraturan Daerah Kota 

Bekasi Nomor 12 Tahun 2021  tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023  memperoleh target 

pendapatan sebesar Rp. 0,00 dan alokasi anggaran belanja daerah 

sebesar Rp. 201.144.734.098,00. Jumlah alokasi anggaran belanja 

tersebut berubah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota 

Bekasi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp. 

184.951.581.620,00. Dengan rincian Peubahan sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 

Ringkasan Perubahan Anggaran Per Kegiatan 

Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah 

 
KODE REKENING URAIAN KEGIATAN PAGU APBD

PAGU APBD 

PERUBAHAN 

Bertambah/ 

(Berkurang) 

4.08 . 4.08.01.01 . 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

245.815.000,00 80.000.000,00 (165.815.000,00)

4.08 . 4.08.01.01 . 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.735.352.000,00 10.538.262.000,00 (197.090.000,00)

4.08 . 4.08.01.01 . 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 620.000.000,00 770.000.000,00 150.000.000,00

4.08 . 4.08.01.01 . 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.502.329.562,00 5.997.329.562,00 495.000.000,00

4.08 . 4.08.01.01 . 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

3.000.000.000,00 6.051.916.614,00 3.051.916.614,00

4.08 . 4.08.01.01 . 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

6.690.976.012,00 6.778.044.920,00 87.068.908,00

4.08 . 4.08.01.01 . 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.628.316.564,00 7.728.316.564,00 100.000.000,00

4.08 . 4.08.01.01 . 15 Pembentukan Peraturan Daerah dan 

Peraturan DPRD

19.200.000.000,00 7.750.000.000,00 (11.450.000.000,00)

4.08 . 4.08.01.01 . 16 Pembahasan Kebijakan Anggaran 6.300.000.000,00 5.800.000.000,00 (500.000.000,00)

4.08 . 4.08.01.01 . 17 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 26.864.096.960,00 22.345.241.960,00 (4.518.855.000,00)

4.08 . 4.08.01.01 . 18 Peningkatan Kapasitas DPRD 20.860.900.000,00 24.410.900.000,00 3.550.000.000,00

4.08 . 4.08.01.01 . 19 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi 

Masyarakat

12.447.800.000,00 12.447.800.000,00 0,00

Pelaksanaan dan Pengawasan 3.089.068.000,00 700.000.000,00 (2.389.068.000,00)

4.08 . 4.08.01.01 . 21 Pembahasan Kerja Sama Daerah 0,00 0,00 0,00

4.08 . 4.08.01.01 . 22 Fasilitasi Tugas DPRD 19.202.130.000,00 14.545.820.000,00 (4.656.310.000,00)

4.08 . 4.08.01.01 . 23 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 58.007.950.000,00 58.007.950.000,00 0,00

4.08 . 4.08.01.01 . 24 Layanan Administrasi DPRD 750.000.000,00 1.000.000.000,00 250.000.000,00

201.144.734.098,00 184.951.581.620,00 (16.193.152.478,00)JUMLAH 
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Dari tabel diatas ketahui bahwa ada penurunan dalam jumlah 

anggaran belanja Sekretaris DPRD Kota Bekasi sebesar Rp. 

16.193.152.478,-  atau setara 9,19 % dari anggaran belanja yang 

telah ditetapkan di APBD tahun anggaran 2023. Penurunan jumlah 

anggaran belanja tersebut disebabkan adanya efisiensi atas kegiatan 

yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi. 

Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang telah di tetapkan 

di APBD Perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 184.951.581.620,00 

dirincikan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 67.656.212.000,00 

belanja barang dan jasa sebesar Rp. 111.258.843.006,00 serta belanja 

modal sebesar Rp. 6.036.526.614,00. 

Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi terdiri dari 2 program 

dengan 16 kegiatan  dengan total sub kegiatan sebanyak 57 sub 

kegiatan. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dikelola 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi mengedepankan prinsip-prinsip 

tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik dari sisi 

administrasi dan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan 

pelayanan prima dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai 

upaya terciptanya tata kepemerintahan yang baik (good governance) 

dan telah sesuia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 90 Tahun 2019. 

 

Realisasi Keuangan Berdasarkan Program dan Kegiatan 

Tahun Anggaran 2023 

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN  
PAGU 

PERUBAHAN 
PENYERAPAN % SILPA 

1 2 3 4 5 

SEKRETARIAT DPRD          

184.951.581.620,00  

        

152.358.854.438,00  
82,38% 

         
32.592.727.182,00  

Administrasi Umum Sekretariat DPRD 
Kabupaten/ Kota 

           

96.951.819.660,00  

          

89.068.318.565,00  
91,87% 

           
7.883.501.095,00  
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Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

                  

80.000.000,00  

                 

27.606.900,00  
34,51% 

                
52.393.100,00  

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

                  
40.000.000,00  

                 
14.083.500,00  

35,21% 
                

25.916.500,00  

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

                  
40.000.000,00  

                 
13.523.400,00  33,81% 

                
26.476.600,00  

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah            

10.538.262.000,00  

            

9.980.607.228,00  
94,71% 

              
557.654.772,00  

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN            
10.498.262.000,00  

            
9.952.742.228,00  

94,80% 
              

545.519.772,00  

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

                  
40.000.000,00  

                 
27.865.000,00  

69,66% 
                

12.135.000,00  

Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

                

770.000.000,00  

               

604.206.941,00  
78,47% 

              
165.793.059,00  

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

                
250.000.000,00  

               
204.503.600,00  

81,80% 
                

45.496.400,00  

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

                
520.000.000,00  

               
399.703.341,00  

76,87% 
              

120.296.659,00  

Administrasi Umum Perangkat Daerah              

5.997.329.562,00  

            

5.059.785.500,00  
84,37% 

              
937.544.062,00  

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 
Penerangan Bangunan Kantor 

                
150.000.000,00  

               
148.274.950,00  

98,85% 
                  

1.725.050,00  

Penyediaan Bahan Logistik Kantor              
2.787.763.000,00  

            
2.261.984.850,00  

81,14% 
              

525.778.150,00  

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan              
1.029.116.562,00  

               
955.135.000,00  

92,81% 
                

73.981.562,00  

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

                
250.000.000,00  

               
149.312.700,00  

59,73% 
              

100.687.300,00  

Fasilitasi Kunjungan Tamu              
1.152.450.000,00  

            
1.145.362.250,00  

99,38% 
                  

7.087.750,00  

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

                
628.000.000,00  

               
399.715.750,00  

63,65% 
              

228.284.250,00  

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

             

6.051.916.614,00  

            

6.000.039.290,00  
99,14% 

                
51.877.324,00  

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya              
6.051.916.614,00  

            
6.000.039.290,00  

99,14% 
                

51.877.324,00  

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

             

6.778.044.920,00  

            

6.377.131.246,00  
94,09% 

              
400.913.674,00  

Penyediaan Jasa Surat Menyurat                   
25.000.000,00  

                   
2.979.000,00  

11,92% 
                

22.021.000,00  

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik 

             
1.110.000.000,00  

            
1.032.854.504,00  

93,05% 
                

77.145.496,00  

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor              
5.643.044.920,00  

            
5.341.297.742,00  

94,65% 
              

301.747.178,00  

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

             

7.728.316.564,00  

            

7.136.400.651,00  
92,34% 

              
591.915.913,00  
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Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 
Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan 

                
150.000.000,00  

                 
67.419.500,00  

44,95% 
                

82.580.500,00  

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan 

                
550.000.000,00  

               
278.338.344,00  

50,61% 
              

271.661.656,00  

Pemeliharaan Mebel                 
100.000.000,00  

                 
99.165.104,00  

99,17% 
                     

834.896,00  

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                 
400.000.000,00  

               
371.293.740,00  

92,82% 
                

28.706.260,00  

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

             
6.528.316.564,00  

            
6.320.183.963,00  

96,81% 
              

208.132.601,00  

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan 

DPRD 

           

58.007.950.000,00  

          

53.148.084.007,00  
91,62% 

           
4.859.865.993,00  

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD            
57.157.950.000,00  

          
52.454.839.007,00  

91,77% 
           

4.703.110.993,00  

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                 
700.000.000,00  

               
625.000.000,00  

89,29% 
                

75.000.000,00  

Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                 
150.000.000,00  

                 
68.245.000,00  

45,50% 
                

81.755.000,00  

Layanan Administrasi DPRD              

1.000.000.000,00  

               

734.456.802,00  
73,45% 

              
265.543.198,00  

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
DPRD 

             
1.000.000.000,00  

               
734.456.802,00  

73,45% 
              

265.543.198,00  

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan 

Fungsi DPRD 

           

87.999.761.960,00  

          

63.290.535.873,00  
71,92% 

         
24.709.226.087,00  

Pembentukan Peraturan Daerah dan 

Peraturan DPRD 

             

7.750.000.000,00  

            

7.061.435.868,00  
91,12% 

              
688.564.132,00  

Penyusunan dan Pembahasan Program 
Pembentukan Peraturan Daerah 

                
500.000.000,00  

               
446.033.500,00  

89,21% 
                

53.966.500,00  

Pembahasan Rancangan Perda              
3.500.000.000,00  

            
3.298.178.135,00  

94,23% 
              

201.821.865,00  

Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan              
1.750.000.000,00  

            
1.704.330.633,00  

97,39% 
                

45.669.367,00  

Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan 
dan/atau Naskah Akademik 

             
2.000.000.000,00  

            
1.612.893.600,00  80,64% 

              
387.106.400,00  

Penyusunan Tata Tertib DPRD                                         
-  

                                       
-  

0,00% 
                                      

-  

Pembahasan Kebijakan Anggaran              

5.800.000.000,00  

            

3.575.925.019,00  
61,65% 

           
2.224.074.981,00  

Pembahasan KUA dan PPAS              
1.050.000.000,00  

               
801.694.311,00  

76,35% 
              

248.305.689,00  

Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan 
PPAS 

             
1.050.000.000,00  

               
622.035.598,00  

59,24% 
              

427.964.402,00  

Pembahasan APBD              
1.050.000.000,00  

               
794.065.343,00  

75,63% 
              

255.934.657,00  

Pembahasan APBD Perubahan              
1.050.000.000,00  

               
550.137.002,00  

52,39% 
              

499.862.998,00  
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Pembahasan Laporan Semester                 
550.000.000,00  

               
206.579.309,00  

37,56% 
              

343.420.691,00  

Pembahasan Pertanggungjawaban APBD              
1.050.000.000,00  

               
601.413.456,00  

57,28% 
              

448.586.544,00  

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan            

22.345.241.960,00  

          

18.595.478.430,00  
83,22% 

           
3.749.763.530,00  

Pengawasan urusan Pemerintahan bidang 
Pemerintahan dan Hukum 

             
4.398.347.240,00  

            
3.897.507.201,00  

88,61% 
              

500.840.039,00  

Pengawasan urusan Pemerintahan bidang 
Infrastruktur 

             
4.398.347.240,00  

            
3.682.041.520,00  

83,71% 
              

716.305.720,00  

Pengawasan urusan Pemerintahan bidang 
Kesejahteraan Rakyat 

             
4.398.347.240,00  

            
3.637.563.453,00  

82,70% 
              

760.783.787,00  

Pengawasan urusan Pemerintahan bidang 
Perekonomian 

             
4.398.347.240,00  

            
3.684.949.350,00  

83,78% 
              

713.397.890,00  

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 
Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan 

             
1.000.600.000,00  

               
689.405.905,00  68,90% 

              
311.194.095,00  

Pengawasan Penggunaan Anggaran              
2.694.265.000,00  

            
2.233.087.956,00  

82,88% 
              

461.177.044,00  

Pembahasan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

             
1.056.988.000,00  

               
770.923.045,00  

72,94% 
              

286.064.955,00  

Peningkatan Kapasitas DPRD            

24.410.900.000,00  

          

14.446.168.871,00  
59,18% 

           
9.964.731.129,00  

Pendalaman Tugas DPRD              
8.200.000.000,00  

            
2.257.978.608,00  

27,54% 
           

5.942.021.392,00  

Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli              
2.341.612.000,00  

            
1.661.630.000,00  

70,96% 
              

679.982.000,00  

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                 
756.000.000,00  

               
717.200.000,00  

94,87% 
                

38.800.000,00  

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat            
11.228.288.000,00  

            
8.107.492.582,00  

72,21% 
           

3.120.795.418,00  

Penyusunan Program Kerja DPRD              
1.885.000.000,00  

            
1.701.867.681,00  

90,28% 
              

183.132.319,00  

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi 

Masyarakat 

           

12.447.800.000,00  

          

10.630.983.618,00  
85,40% 

           
1.816.816.382,00  

Kunjungan Kerja dalam Daerah                 
405.975.000,00  

               
258.310.000,00  

63,63% 
              

147.665.000,00  

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD              
1.225.000.000,00  

            
1.183.081.368,00  

96,58% 
                

41.918.632,00  

Pelaksanaan Reses            
10.816.825.000,00  

            
9.189.592.250,00  

84,96% 
           

1.627.232.750,00  

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik 

DPRD 

                

700.000.000,00  

               

631.616.307,00  
90,23% 

                
68.383.693,00  

Pengawasan Kode Etik DPRD                 
700.000.000,00  

               
631.616.307,00  

90,23% 
                

68.383.693,00  

Pembahasan Kerjasama Daerah     
0,00% 

                                      
-  

Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                                         
-  

                                       
-  

0,00% 
                                      

-  
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Fasilitasi Tugas DPRD            

14.545.820.000,00  

            

8.348.927.760,00  
57,40% 

           
6.196.892.240,00  

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas 
DPRD 

             
6.745.820.000,00  

            
1.813.654.160,00  

26,89% 
           

4.932.165.840,00  

Penyusunan Laporan Kinerja DPRD              
1.000.000.000,00  

               
718.751.627,00  

71,88% 
              

281.248.373,00  

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan 
Musyawarah 

             
5.500.000.000,00  

            
4.755.935.323,00  

86,47% 
              

744.064.677,00  

Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD              
1.300.000.000,00  

            
1.060.586.650,00  

81,58% 
              

239.413.350,00  

 

 

Daftar Kegiatan dengan Realisasi Keuangan di bawah 80% 

Tahun Anggaran 2023 

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB 

KEGIATAN  

PAGU 

ANGGARAN 
PENYERAPAN % ALASAN 

1 2 3 4 5 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

40.000.000,00 14.083.500,00 35,21% Anggaran bersifat persediaan 
dan penggunaan 
menyesuaikan kebutuhan 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

40.000.000,00 13.523.400,00 33,81% Anggaran bersifat persediaan 
dan penggunaan 
menyesuaikan kebutuhan  

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

40.000.000,00 27.865.000,00 69,66% Anggaran bersifat persediaan 
dan penggunaan 
menyesuaikan kebutuhan 

Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan 

520.000.000,00 399.703.341,00 76,87% Penyerapan anggaran 
menyesuaikan undangan atau  

maksimal 6 kali pertahun 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan 

250.000.000,00 149.312.700,00 59,73% Anggaran bersifat persediaan 

dan penggunaan 
menyesuaikan dengan 
kebutuhan Dewan 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

628.000.000,00 399.715.750,00 63,65% Tidak bisa diprediksi jumlah 
kegiatan rapat AKD (Alat 
Kelengkapan Dewan) dengan 
OPD (Organisasi Perangkat 
Daerah) 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000,00 2.979.000,00 11,92% Anggaran bersifat persediaan 
dan penggunaan 
menyesuaikan kebutuhan 
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Penyediaan Jasa Pemeliharaan 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas/ 
Kendaraan Dinas Jabatan 

150.000.000,00 67.419.500,00 44,95% Anggaran bersifat persediaan 
dan penggunaan 
menyesuaikan kebutuhan 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

550.000.000,00 278.338.344,00 50,61% Anggaran bersifat persediaan 
dan penggunaan 
menyesuaikan kebutuhan 

Pelaksanaan Medical Check Up 
DPRD 

150.000.000,00 68.245.000,00 45,50% Dari 50 orang Dewan hanya 
25 orang yang bersedia 
melakukan MCU sebab yang 
lain sudah melakukan MCU 

mandiri sebagai persyaratan 
mencalonkan lagi tahun 2024 

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi DPRD 

1.000.000.000,00 734.456.802,00 73,45% Anggaran bersifat persediaan 
dan penggunaan 
menyesuaikan kebutuhan 

Pembahasan KUA dan PPAS 1.050.000.000,00 801.694.311,00 76,35% Efisiensi    anggaran namun 
target tercapai 

Pembahasan Perubahan KUA dan 
Perubahan PPAS 

1.050.000.000,00 622.035.598,00 59,24% Efisiensi    anggaran namun 
target tercapai 

Pembahasan APBD 1.050.000.000,00 794.065.343,00 75,63% Efisiensi    anggaran namun 
target tercapai 

Pembahasan APBD Perubahan 1.050.000.000,00 550.137.002,00 52,39% Efisiensi    anggaran namun 
target tercapai 

Pembahasan Laporan Semester 550.000.000,00 206.579.309,00 37,56% Efisiensi    anggaran namun 
target tercapai 

Pembahasan Pertanggungjawaban 
APBD 

1.050.000.000,00 601.413.456,00 57,28% Efisiensi    anggaran namun 
target tercapai 

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan Laporan Keuangan 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

1.000.600.000,00 689.405.905,00 68,90% Efisiensi    anggaran namun 
target tercapai 

Pembahasan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah 

1.056.988.000,00 770.923.045,00 72,94% Efisiensi    anggaran namun 
target tercapai 

Pendalaman Tugas DPRD 8.200.000.000,00 2.257.978.608,00 27,54% Penyesuaian Peraturan Menteri 
dalam Negeri Nomor 133 
Tahun 2017 Pasal 14 ayat 2 
paling banyak 6 kali dalam 
satu tahun anggaran sedangkan 
dianggarkan  13   kali  

Penyediaan Kelompok Pakar dan 
Tim Ahli 

2.341.612.000,00 1.661.630.000,00 70,96% Efisiensi    anggaran namun 
target tercapai 
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Penyelenggaraan Hubungan 
Masyarakat 

11.228.288.000,00 8.107.492.582,00 72,21% Efisiensi    anggaran namun 
target tercapai 

Kunjungan Kerja dalam Daerah 405.975.000,00 258.310.000,00 63,63% Efisiensi    anggaran namun 
target tercapai 

Koordinasi dan Konsultasi 
Pelaksanaan Tugas DPRD 

6.745.820.000,00 1.813.654.160,00 26,89% Penghematan atau efisiensi 
dalam pelaksanaan  kegiatan 

Penyusunan Laporan Kinerja 
DPRD 

1.000.000.000,00 718.751.627,00 71,88% Penghematan atau efisiensi 
dalam pelaksanaan  kegiatan 

 

Pada tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Bekasi  memiliki 

realisasi belanja sebesar Rp. 152.358.854.438,00 dengan rincian 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2.2 

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah 

 

KODE 

REKENING
URAIAN ANGGARAN 2023 REALISASI 2023 % REALISASI 2022

5 BELANJA 184.951.581.620,00           152.358.854.438,00         82,38 134.567.940.364,00

5.1 BELANJA OPERASI 178.915.055.006,00           146.372.125.148,00         81,81 133.157.282.864,00

5.1.1 Belanja Pegawai 67.656.212.000,00             62.407.581.235,00           92,24 63.355.348.074,00

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 111.258.843.006,00           83.964.543.913,00           75,47 69.801.934.790,00

5.2 BELANJA MODAL 6.036.526.614,00               5.986.729.290,00             99,18 1.410.657.500,00

5.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.036.526.614,00               5.986.729.290,00             99,18 1.410.657.500,00

5.2.6 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (184.951.581.620,00)          (152.358.854.438,00)       82,38 (134.567.940.364,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN 

ANGGARAN (SILPA)
(184.951.581.620,00) (152.358.854.438,00) 82,38 (134.567.940.364,00)

 

Dari tabel diatas diketahui realisasi belanja tahun anggaran 2023 

sebesar 82,38% dari total pagu belanja Rp. 184.951.581.620,00 atau setara 

dengan Rp. 152.358.854.438,00. 

 

Belanja Pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan 

Belanja Gaji, Tunjangan dan lainnya yang bersifat rutin. Pagu belanja 

pegawai untuk anggaran belanja tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 
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67.656.212.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 62.407.581.235,00 atau 

setara dengan 92,24%. 

 

Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

merupakan belanja rutin. Pagu belanja barang dan jasa untuk anggaran 

belanja tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 111.258.843.006,00 dengan 

realisasi sebesar Rp. 83.964.543.913,00 atau setara 75,47%. Belanja 

Modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 6.036.526.614,00 dengan realisasi 

sebesar Rp. 5.986.729.290,00 atau setara 99,18%.  Adapun rincian 

realisasi belanja barang dan jasa sebagai berikut : 

 

Tabel 2.3 

Realisasi Belanja Barang dan Jasa  

Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah      
KODE 

REKENING
URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI % SISA REALISASI 

5.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA 111.258.843.006,00 83.964.543.913,00 75,47 27.294.299.093,00

5.1.2.01 Belanja Barang 29.461.396.702,00 22.656.509.131,00 76,90 6.804.887.571,00

5.1.2.02 Belanja Jasa 30.117.683.420,00 21.666.616.196,00 71,94 8.451.067.224,00

5.1.2.03 Belanja Pemeliharaan 7.282.566.564,00 6.770.889.757,00 92,97 511.676.807,00

5.1.2.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.397.196.320,00 32.870.528.829,00 74,04 11.526.667.491,00

 

 Pagu Belanja Barang tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 

29.461.396.702,00 dengan realisasi sebesar Rp. 22.656.509.131,00 atau 

setara dengan  76,90%.  Realisasi tersebut berasal dari Belanja Barang 

Persediaan dan Non Persediaan. Belanja Non Persediaan diantaranya 

Belanja Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Makanan dan 

Minuman, dan Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor. Dari tabel 

diatas diketahui bahwa terdapat belanja barang yang tidak terserap sebesar 

Rp. 6.804.887.571 ,00. Sisa pagu belanja tersebut merupakan efisiensi dari 

belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp. 1.977.725.359,00, 

belanja Belanja Alat/Bahan Alat Tulis Kantor Rp. 32.477.600,00, Belanja 

Alat/Bahan Belanja Alat/Bahan Kertas dan Cover Rp. 26.350.000,00, 
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Belanja Alat/Bahan Komputer Rp. 29.733.250,00, Belanja Alat/Bahan 

Suvenir/Cendera Mata Rp. 326.162.000,00 dan Belanja Alat/ Bahan untuk 

Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp. 1.739.279.200,00. Beberapa belanja 

yang bersifat insidentil diantaranya Belanja Makanan dan Minuman Rapat 

sebesar Rp. 1.337.791.750,00, Belanja Natura dan Pakan Natura Rp. 

456.741.500,00, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar 

Rp. 762.928.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan 

sebesar Rp. 54.775.000,00. 

Pagu Belanja Jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 

30.117.683.420,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.666.616.196,00 atau 

setara dengan 71,94%.  Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat belanja 

jasa yang tidak terserap sebesar Rp. 8.451.067.224,00. Sisa pagu belanja 

tersebut merupakan efisiensi dari Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Rp. 712.270.000,00, Honorarium 

Rohaniawan Rp. 68.000.000,00, Honorarium Tim Penyusun Jurnal, 

Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 

Rp. 36.000.000,00, Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 287.419.311,00, 

Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp. 468.000.000,00, Belanja Tenaga Teknisi 

Mekanik dan Listrik Rp. 17.280.000,00, Belanja jasa tol sebesar Rp. 

1.454.457.100,00, Belanja Jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan 

sebesar Rp. 1.365.718.000,00, Belanja Langganan Jurnal/Surat 

Kabar/Majalah Rp. 100.687.300,00, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 

Berlangganan Rp. 7.618.290,00 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan 

Perizinan Rp. 48.138.100,00, Belanja Medical Check Up Rp. 

81.755.000,00, efisiensi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 

10.527.867,00, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 1.157.224.000,00, 

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 90.000.000,00, Belanja Jasa 

Konsultasi Non Kontruksi Rp. 10.477.600,00, Belanja Kursus/Pelatihan, 
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Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 

2.467.300.000,00.  

Pagu Belanja Pemeliharaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 

7.282.566.564,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.770.889.757,00 atau 

setara dengan 92,97 %. Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat belanja 

pemeliharaan yang tidak terserap sebesar Rp. 511.676.807,00. Sisa pagu 

belanja tersebut berasal dari efisiensi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Rp. 306.356.656,00, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 

sebesar Rp. 205.320.151,00. 

Pagu Belanja Perjalanan Dinas Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 

44.397.196.320,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 

32.870.528.829,00 atau setara dengan 74,04%.  Dari tabel diatas diketahui 

bahwa terdapat belanja perjalanan dinas yang tidak terserap sebesar Rp. 

11.526.667.491,00. Sisa pagu belanja tersebut berasal dari efisiensi 

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp. 6.632.727.391,00 dan 

tidak terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp. 

4.893.940.100,00. Tidak terlaksanya Perjalanan Dinas Luar Negeri 

disebabkan oleh adanya pembatasan perjalanan dinas luar negeri proses 

perizinan yang rumit dan lama karena banyaknya reschedule yang pada 

akhirnya perizinan tidak dapat keluar dan adanya pembatalan 

keberangkatan akibat jadwal dewan yang tidak dapat ditinggalkan. 

 

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang 

Telah Ditetapkan 

3.2.1. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target di Tahun 2023 

Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang 

telah ditetapkan antara lain : 

1. Kegiatan Perjalanan ke luar harus mendapatkan izin dari 

Kementerian Dalam Negeri. Perjalanan dinas luar negeri 
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dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang 

sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan 

hubungan kerja sama luar negeri, serta secara konkrit dapat 

dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah. Pertimbangan Pimpinan dan seluruh 

Anggota DPRD Kota Bekasi  atas kondisi masyarakat yang 

butuh perhatian dan tugas yang masih banyak harus 

diselesaikan maka penyerapan anggarannya tidak maksimal. 

2. Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki anggaran sesuai 

dengan usulan Panitia Kerja (Panja) sedangkan tugas Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi sebagai fasilitasi penyelenggara administrasi 

kesekretariatan dan keuangan serta  mendukung dan fasilitasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi. Dalam 

pelaksanaan tugas tersebut Sekretariat DPRD seringkali dimana 

anggaran tersebut harus disediakan namun penggunaannya 

sesuai dengan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota 

Bekasi yang dibahas untuk Rapat Badan Musyawarah.  

3. Sekretariat DPRD Kota Bekasi melakukan efektivitas dan 

efisiensi seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu 

pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau 

kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, 

kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil 

tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai 

target-targetnya.  

4. Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki tugas sebagai 

penyelenggara administrasi kesekretariatan dan keuangan serta 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi. 

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Sekretariat DPRD seringkali 

harus melakukan penganggaran kegiatan yang bersifat insidentil, 

dimana anggaran tersebut harus disediakan namun penggunaan 

sesuai dengan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota 

Bekasi. 

5. Upaya meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam 

melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran. Dengan 

diberikannya kewenangan sepenuhnya kepada Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi untuk menentukan aktivitasnya dalam 

mencapai kinerja yang telah ditetapkannya akan semakin 

meningkatkan fleksibilitas. Sementara itu jelasnya informasi 
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kinerja dan biaya yang digunakan untuk mencapai kinerja 

tersebut secara otomatis akan meningkatkan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan. 

6. Sekretariat DPRD Kota Bekasi melakukan efisiensi melalui 

perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output 

(hasil), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan 

penggunaan anggaran yang terbatas. Dengan jelasnya pendanaan 

suatu aktivitas, maka dapat mengidentifikasi seluruh belanja 

dilingkungannya dan dapat pula dibandingkan dengan capaian 

kinerja tahun-tahun sebelumnya. 

 

Adapun Permasalahan dan Tindakan mitigasi yang seharus 

dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi berdasarkan Risk 

Management atau Manajemen Risiko Tahun 2023 sebagai berikut : 

 

NO PERMASALAHAN 
TINDAKAN MITIGASI YANG 

SEHARUSNYA DILAKUKAN 

1 Rendahnya disiplin dan profesionalisme 

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi seperti 

fungsional Arsiparis dan aparatur lainnya 
dalam membantu pelaksanaan dukungan 

pelaksanaan tugas Anggota DPRD Kota 

Bekasi; 

Meningkatkan kompetensi Sumber Daya 

Aparatur Sekretariat DPRD untuk 

memenuhi semakin tingginya standar 

kinerja DPRD melalui pemanfaatan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta pengembangan dan 

pembinaan tim kerja yang solid dalam 

rangka mewujudkan Sekretariat DPRD 

sebagai institusi yang kapabel di 

bidangnya 

2 Kurangnya sarana dan prasarana 

perkantoran yang memadai; 

Meningkatkan dukungan fasilitasi 

admnistrasi keuangan, persidangan, dan 

penyediaan tenaga ahli 

3 Belum maksimal dalam 

memanfaatkan ketersediaan anggaran 

dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi. 

Meningkatkan koordinasi antar instansi 

terkait pelaksanaan tugas dan fungsi 

DPRD Kota Bekasi 

4 Belum optimal dalam pelayanan serta 
penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi secara 

tanggap, tepat, professional dan bermanfat. 

Meningkatkan Pemahaman Anggota 
DPRD terhadap Peraturan Perundang-

undangan. Untuk mendukung capaian 

target strategi yang optimal, maka langkah 

kebijakan yang akan dilakukan adalah 

dengan meningkatkan kualitas SDM 

Pimpinan dan anggota DPRD melalui 

konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan 

sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; 
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5 Belum optimalnya sumber daya aparatur 

Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas 

pelayanan dan dukungan yang baik, 

profesional dan handal serta mampu 

mendeteksi dini terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi. 

Tersedianya Tata Tertib DPRD 

berdasarkan Peraturan DPRD yang 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sekretariat DPRD. 

6 Belum optimalnya ketersediaan sarana 

pendukung kegiatan dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 

Tersedianya dukungan anggaran yang 

cukup memadai 

7 Belum optimalnya pemanfaatan sarana 

teknologi informasi yang tersedia 

Eksistensi Sekretariat DPRD 

kedudukannya semakin baik dan strategis 

melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah 

8 Belum tersedianya standar / manual / 
pedoman / aplikasi pelayanan dan 

dukungan dalam rangka penyelenggaraan 

tugas-tugas kedewanan. 

Terjalinnya hubungan yang harmonis 
antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan 

dan anggota DPRD 
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BAB III 

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD 

 

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 

ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang 

dikelola oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Laporan Keuangan ini 

dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi (SAI) yaitu serangkaian 

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari 

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan 

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi. 

SAI terdiri dari SIMDA Keuangan, SIMDARA dan SIMDA 

BMD. SIMDA Keuangan dirancang untuk menghasilkan Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). SIMDARA dirancang untuk 

menghasilkan Laporan Stock Opname Persediaan. Sedangkan SIMDA 

BMD adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap dan aset 

lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik Negara 

serta laporan menajerial lainnya. 

 

3.1. Basis Akuntansi 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi menerapkan basis akrual 

dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional (LO), 

dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta basis kas untuk 

penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual 

adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayarkan. 
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Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui 

pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara 

kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

 

3.2. Dasar Pengukuran 

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk 

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar 

pengukuran yang diterapkan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam 

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan 

menggunakan nilai perolehan historis. 

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya 

ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk 

memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar 

sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi 

kewajiban yang bersangkutan. 

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang 

rupiah. 

 

3.3. Kebijakan Akuntansi 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 

telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, 

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang 

dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam 
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laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan 

oleh Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021. 

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan 

kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan 

pemerintahan. 

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan 

dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

adalah sebagai berikut: 

 

(1) Pendapatan- LRA 

- Pendapatan- LRA diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas 

Umum Daerah (RKUD) 

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, 

yaitu dengan membukukan penerimaan brutodan tidak mencatat 

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

 

(2) Pendapatan- LO 

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan 

dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber 

daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah sebagai berikut: 

 Pendapatan Pajak Reklame diakui pada saat SKPD (Surat 

Ketetapan Pajak Daerah) di terbitkan.  

 Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan diakui pada saat 

SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) di terbitkan. 
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 Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, 

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,dan tidak mencatat 

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

 Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

 

(3) Belanja 

- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah 

(RKUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD. 

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,pengakuan 

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran 

tersebut disahkan oleh Terbitnya SP2D Ganti Uang Persediaan. 

- Belanja disajikan menurut klasifikasi berdasarkan organisasi dan 

fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

(4) Beban 

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 

periode     pelaporan yang menurunkan ekuitas,yang dapat berupa 

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi 

aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan 

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi 

diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan. 
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(5) Aset  

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang 

Jangka Panjang dan Aset Lainnya. 

 

A. AsetLancar 

 Kas disajikan dineraca dengan menggunakan nilai nominal. 

 Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga disajikan 

sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito 

dicatat sebesar nilai nominal. 

 Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan perbendaharaan/ganti rugi 

apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat 

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah 

dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

b)  Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat 

peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan 

naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara 

jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal. 

 Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan 

(net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk 

penyisihan piutang tak tertagih.Penyisihan tersebut didasarkan atas 

kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan 

upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan 

penyisihannya adalah sebagai berikut: 

 Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan 

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 

12(dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian 

lancar TP/TGR atau bagian Lancar TPA. 
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 Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada 

tanggal neraca dikalikan dengan: 

 *) hanya pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan 

pembeliaan; 

 *)  harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila 

diperoleh dengan cara lainnya. 

 

B. Aset tetap 

 Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan 

oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 

 Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga 

wajar.    

 Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum 

kapitalisasi sebagai berikut: 

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan 

dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan 

atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah); 

2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama 

dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah); 

3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum 

kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali 

pengeluaran untuk tanah,jalan/irigasi/jaringandan aset tetap 

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak 

kesenian. 

 Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional 

pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus,ketinggalan 

jaman,tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin 

berkembang,rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata 
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ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir 

direklasifikasikan ke aset lain-lain pada pos aset lainnya. 

 Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, 

dikeluarkan dari neraca pada saat ada  

 Penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan dibidang pengelolaan BMD. 

 

C. Penyusutan Aset Tetap 

 Penyusutan aset tetap adalah penyesuain nilai sehubungan dengan 

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. 

 Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:  

a. Tanah 

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 

c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber 

sah atau dalam kondisi rusak berat dan atau using yang telah 

diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan 

penghapusan. 

 Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan 

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. 

 Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode 

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat 

disusutkan dari aset tetap secara merit setiap semester selama masa 

manfaat. 

 

D. Piutang jangka panjang 

 Piutang jangka panjang adalah piutang yang diharpkan atau 

dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua 

belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 
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 Tagihan penjualan angsuran (TPA),tagihan tuntutan 

perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi (TPTGR) dinilai 

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat 

direalisasikan. 

 

E. Aset lainnya 

 Aset lainya adalah aset pemerintah selain aset lancar,aset tetap,dan 

piutang jangka panjang termasuk dalam aset lainya adalah aset tak 

berwujud,tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 

12 (dua belas) bulan,aset kerjasama dengan pihak ketiga 

(kemitraan),dankas yang dibatasi penggunaanya. 

 Aset tak berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu 

sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. 

 Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan 

sedangkan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas 

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan 

amortisasi. 

 Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai 

buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 

 

F. Kewajiban  

 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya 

ekonomi pemerintah.  

 Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka 

pendek dan kewajiban jangka panjang. 

a. Kewajiban Jangka Pendek 



 

 
 

Laporan Keuangan Audited 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

Tahun Anggaran 2023 
 

 
 

54 
 
 

 Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek 

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua 

belas bulan setelah tanggal pelaporan.  

 Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, 

belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, 

bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek 

lainnya. 

b. Kewajiban Jangka Panjang 

 Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika 

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai 

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi 

berlangsung. 

 

G. Ekuitas 

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban 

dalam satuperiode.Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan 

dalam laporan perubahan ekuitas. 
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BAB IV 

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

 

4.1 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja 

LRA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi merupakan 

laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian 

sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi 

yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya 

dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan 

disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi pendapatan dan  

belanja. 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi bukan merupakan dinas 

penghasil sehingga tidak mempunyai pendapatan. Yang tersaji dalam 

Laporan Realisasi Anggaran adalah belanja selama periode 1 Januari 

s.d 31 Desember Tahun Anggaran 2023. 

 

4.1.1Belanja  31 DESEMBER  2023  31 DESEMBER 2022  

   Rp.152.358.854.438,00       Rp.134.567.940.364,00 

 

Realisasi Belanja Daerah pada Sekretariat DPRD 

Kota Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.                          

152.358.854.438,00 atau setara dengan 82,38% dari Pagu Anggaran 

Belanja Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Laporan ikhtisar atas realisasi 

belanja ditunjukan pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Belanja Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah  

KODE 

REKENING
URAIAN ANGGARAN 2023 REALISASI 2023 % REALISASI 2022

5 BELANJA 184.951.581.620,00 152.358.854.438,00 82,38 134.567.940.364,00

5.1 BELANJA OPERASI 178.915.055.006,00 146.372.125.148,00 81,81 133.157.282.864,00

5.1.1 Belanja Pegawai 67.656.212.000,00 62.407.581.235,00 92,24 63.355.348.074,00

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 111.258.843.006,00 83.964.543.913,00 75,47 69.801.934.790,00

5.2 BELANJA MODAL 6.036.526.614,00 5.986.729.290,00 99,18 1.410.657.500,00

5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.036.526.614,00 5.986.729.290,00 99,18 1.410.657.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) 184.951.581.620-                (152.358.854.438,00) 82,38 (134.567.940.364,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN 

ANGGARAN (SILPA)
(184.951.581.620,00) (152.358.854.438,00) 82,38 (134.567.940.364,00)

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Anggaran pada 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 

Rp. 184.951.581.620,00 dengan realiasasi penyerapan sebesar Rp. 

152.358.854.438,00 atau sebesar 82,38% dari total anggaran Tahun 

2023. 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi mengeluarkan Belanja Gaji, 

Tunjangan, Jaminan Kesehatan bagi para Pegawai Negeri Sipil pada 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan 

Belanja Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota 

DPRD  serta  Belanja Operasional Pimpinan DPRD yang diatur dalam 

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 

Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.  

Pada Tahun 2023 belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 

67.656.212.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 
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62.407.581.235,00 yakni setara dengan 92,24 % dari anggaran Tahun 

2023. 

Belanja rutin pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang terdiri 

dari Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Pada tahun 2023 

Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp. 111.258.843.006,00 

dan terserap sebesar Rp. 83.964.543.913,00 atau setara 75,47% dari 

total anggaran Belanja Barag dan Jasa tahun 2023. Untuk belanja modal 

pada tahun 2023 dianggarkan sebesar 6.036.526.614,00 dan terserap 

sebesar 5.986.729.290,00 atau setara dengan 99,18 % dari total 

anggaran tahun 2023. 

   

4.1.1.1.Belanja Operasi 31 DESEMBER  2023      31 DESEMBER 2022 

 Rp. 146.372.125.148,00      Rp.133.157.282.864,00  

 

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk 

kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat/Daerah yang memberi manfaat 

jangka pendek. 

Belanja Operasi pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi terdiri 

atas Belanja Pegawai yang termasuk dalam Belanja Tidak Langsung 

dan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung Urusan. 

Pada  Tahun Anggaran 2023 realisasi Belanja Operasi pada 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 146.372.125.148,00 

dari Pagu Anggaran Belanja Operasional Sekretariat DPRD Kota 

Bekasi Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 178.915.055.006,00 

atau setara dengan 81,81% dari total anggaran belanja operasi tahun 

2023.  Dibandingkan dengan  tahun anggaran 2022 realisasi belanja 

operasi pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 

133.157.282.864,00 atau setara dengan 75,09 % dengan anggaran 

belanja operasi untuk tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 177.326.519.806,00. 
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Realisasi Belanja Operasional Tahun Anggaran 2023 mengalami 

peningkatan sebesar Rp. 13.214.842.284,00.  

 

4.1.1.1.1.Belanja Pegawai  31 DESEMBER 2023   31 DESEMBER  2022 

                                            Rp. 62.407.581.235,00  Rp.63.355.348.074,00  

 

Realisasi  Belanja  Pegawai  Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 

62.407.581.235,00 atau 92,24% dari Pagu Anggaran Belanja Pegawai 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 

67.656.212.000,00. Sebagai perbandingan, pada Tahun Anggaran 2022 

belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 68.586.650.000,00  dan 

terealisasi sebesar Rp. 63.355.348.074,00 atau  sebesar 92,37 %  dari 

Pagu Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2022.  

Akun  ini  menggambarkan  Belanja  Pegawai yang meliputi  

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah yang berada di Lingkungan 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang berjumlah 51 Pegawai,  serta 

Tambahan Penghasilan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Wali 

Kota Bekasi  842/Kep.11.A-BKPPD/I/2022. Tambahan  penghasilan 

sebagaimana dimaksud terdiri atas Tambahan Penghasilan Berdasarkan 

Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi 

dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.  

Akun Belanja Pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi  

juga berisikan  Belanja Gaji, Tunjangan dan Jaminan Kesehatan untuk 

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi yang berjumlah 50 Orang,  

serta Biaya Operasional Pimpinan DPRD kota Bekasi. Besaran 

pembayarn Belanja Gaji Dewan tersebut sesuai dengan Peraturan Wali 

Kota Bekasi Nomor  61 Tahun  2017 Tentang Hak Keuangan Dan 

Administratif, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Bekasi  
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Adapun rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah 

KODE 

REKENING
URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI LEBIH/ (KURANG) %

5.1.1 BELANJA PEGAWAI 67.569.912.000,00 62.323.419.395,00 5.246.492.605,00 92,24

5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.477.105.000,00 3.169.609.034,00 307.495.966,00 91,16

5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 6.934.857.000,00 6.698.971.354,00 235.885.646,00 96,60

5.1.1.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 56.764.830.000,00 52.061.719.007,00 4.703.110.993,00 91,71

5.1.1.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD 

serta KDH/WKDH

393.120.000,00 393.120.000,00 0,00 100,00

 

Dari Tabel diatas diketahui bahwa Sekretariat DPRD 

mendapatkan anggaran Belanja Pegawai dan Tunjangan ASN sebesar 

RP. 3.477.105.000,00 dengan realiasasi Rp. 3.169.609.034,00 atau 

sebesar 91,16% dari keseluruhan pagu Belanja Pegawai dan Tunjangan 

ASN. Terdapat sisa pagu sebesar Rp. 307.495.966,00. Sisa realisasi 

tersebut berasal dari acress dimana pada penganggaran Belanja Gaji 

dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD Kota Bekasi diperuntukan 

untuk 51 orang. 

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi sebesar Rp. 6.934.857.000,00 dengan serapan 

sebesar Rp 6.698.971.354,00 atau setara dengan 96,60% dari total pagu 

belanja. Dari tabel diatas diketahui terdapat anggaran yang tidak 

terserap sebesar Rp. 235.885.646,00. Sisa realisasi tersebut merupakan 

Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang terserap dikarenakan 

pemotongan terhadap Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai 

sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020. 

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2023 dianggarkan 

sebesar Rp56.764.830.000,00 dan terserap sebesar Rp. 
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52.061.719.007,00 atau setara dengan 91,71% dari total pagu. Dari 

tabel diatas diketahui terdapat anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 

4.703.110.993,00. Sisa realisasi tersebut merupakan acress pada 

anggaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota 

DPRD, dimana dalam rekening belanja tersebut terdapat sub rekening 

Belanja Tunjangan Perumahan. 

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta 

KDH/WKDH Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 393.120.000,00 dan 

terealisasi 100%.  Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta 

KDH/WKDH merupakan Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 

yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang 

kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, 

kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan fungsi, 

tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sehari- hari. Dimana proses 

perhitungan dan pertanggungjawaban Belanja Dana Operasional 

Pimpinan DPRD  diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 

Tahun 2017. 

  

4.1.1.1.2.Belanja Barang  31 DESEMBER 2022        31 DESEMBER 2023 

          dan Jasa              Rp.83.964.543.913,00      Rp.69.801.934.790,00 

 

Belanja Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Bekasi Pagu 

Tahun Anggaran 2023 Rp. 111.258.843.006  terealisasi sebesar Rp. 

83.964.543.913,00 atau sebesar 75,47%. Sebagai perbandingan pada 

Tahun 2022 anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 

108.739.869.806,00 dengan realisasi pada  sebesar 

Rp.69.801.934.790,00 atau  sebesar 64,19 % dari pagu anggaran belanja 

barang dan jasa tahun 2022. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 

Tahun Anggaran 2023 meningkat sebesar Rp. 14.162.609.123,00.  
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Rincian realisasi Belanja Barang sampai Anggaran 2023 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah 

KODE 

REKENING
URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI LEBIH/ (KURANG) %

5.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA 111.258.843.006,00 83.964.543.913,00 27.294.299.093,00 75,47

5.1.2.01 Belanja Barang 29.461.396.702,00            22.656.509.131,00 6.804.887.571,00     76,90 

5.1.2.02 Belanja Jasa 30.117.683.420,00            21.666.616.196,00 8.451.067.224,00     71,94 

5.1.2.03 Belanja Pemeliharaan 7.282.566.564,00              6.770.889.757,00 511.676.807,00     92,97 

5.1.2.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.397.196.320,00            32.870.528.829,00 11.526.667.491,00     74,04 

 

Pagu Belanja Barang tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 

29.461.396.702,00 dengan realisasi sebesar Rp. 22.656.509.131,00 atau 

setara dengan  76,90%.  Realisasi tersebut berasal dari Belanja Barang 

Persediaan dan Non Persediaan. Belanja Non Persediaan diantaranya 

Belanja Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Makanan dan 

Minuman, dan Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor. Dari tabel 

diatas diketahui bahwa terdapat belanja barang yang tidak terserap 

sebesar Rp. 6.804.887.571 ,00. Sisa pagu belanja tersebut merupakan 

efisiensi dari belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp. 

1.977.725.359,00, belanja Belanja Alat/Bahan Alat Tulis Kantor Rp. 

32.477.600,00, Belanja Alat/Bahan Belanja Alat/Bahan Kertas dan 

Cover Rp. 26.350.000,00, Belanja Alat/Bahan Komputer Rp. 

29.733.250,00, Belanja Alat/Bahan Suvenir/Cendera Mata Rp. 

326.162.000,00 dan Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor 

Lainnya sebesar Rp. 1.739.279.200,00. Beberapa belanja yang bersifat 

insidentil diantaranya Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar 

Rp. 1.337.791.750,00, Belanja Natura dan Pakan Natura Rp. 

456.741.500,00, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar 
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Rp. 762.928.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas 

Lapangan sebesar Rp. 54.775.000,00. 

Pagu Belanja Jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 

30.117.683.420,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.666.616.196,00 atau 

setara dengan 71,94%.  Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat 

belanja jasa yang tidak terserap sebesar Rp. 8.451.067.224,00. Sisa 

pagu belanja tersebut merupakan efisiensi dari Honorarium Narasumber 

atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Rp. 

712.270.000,00, Honorarium Rohaniawan Rp. 68.000.000,00, 

Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola 

Teknologi Informasi dan Pengelola Website Rp. 36.000.000,00, Belanja 

Jasa Tenaga Administrasi Rp. 287.419.311,00, Belanja Jasa Tenaga 

Ahli Rp. 468.000.000,00, Belanja Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 

Rp. 17.280.000,00, Belanja jasa tol sebesar Rp. 1.454.457.100,00, 

Belanja Jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp. 

1.365.718.000,00, Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp. 

100.687.300,00, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 

Rp. 7.618.290,00 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Rp. 

48.138.100,00, Belanja Medical Check Up Rp. 81.755.000,00, efisiensi 

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 10.527.867,00, Belanja Sewa 

Peralatan dan Mesin Rp. 1.157.224.000,00, Belanja Sewa Gedung dan 

Bangunan Rp. 90.000.000,00, Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi 

Rp. 10.477.600,00, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan 

Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 2.467.300.000,00.  

Pagu Belanja Pemeliharaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 

7.282.566.564,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.770.889.757,00 atau 

setara dengan 92,97 %. Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat 

belanja pemeliharaan yang tidak terserap sebesar Rp. 511.676.807,00. 

Sisa pagu belanja tersebut berasal dari efisiensi Belanja Pemeliharaan 
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Peralatan dan Mesin Rp. 306.356.656,00, Belanja Pemeliharaan 

Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 205.320.151,00. 

Pagu Belanja Perjalanan Dinas Tahun anggaran 2023 sebesar 

Rp. 44.397.196.320,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 

Rp. 32.870.528.829,00 atau setara dengan 74,04%.  Dari tabel diatas 

diketahui bahwa terdapat belanja perjalanan dinas yang tidak terserap 

sebesar Rp. 11.526.667.491,00. Sisa pagu belanja tersebut berasal dari 

efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp. 

6.632.727.391,00 dan tidak terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas 

Luar Negeri sebesar Rp. 4.893.940.100,00. Tidak terlaksanya 

Perjalanan Dinas Luar Negeri disebabkan oleh adanya pembatasan 

perjalanan dinas luar negeri proses perizinan yang rumit dan lama 

karena banyaknya reschedule yang pada akhirnya perizinan tidak dapat 

keluar dan adanya pembatalan keberangkatan akibat jadwal dewan yang 

tidak dapat ditinggalkan. Dikeluarkannya Surat Edaran Menpan – RB 

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar 

Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan adanya SE Menhub 

terkait Perjalanan dalam Negeri dan Luar Negeri menyebabkan tidak 

dapat dilaksanakannya Perjalanan Dinas Luar Negeri. 

4.1.1.1.2.Belanja Modal  31 DESEMBER 2023   31 DESEMBER2022 

                         Rp. 5.986.729.290,00     Rp.1.140.657.500,00         

 

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 

satu periode akuntansi. 

Pada Tahun 2022 Belanja Modal pada Sekretariat DPRD Kota 

Bekasi dianggarkan sebesar Rp. 1.594.996.500,00 dengan realisasi 

sebesar Rp. 1.140.657.500,00 setara degan 88,44%. Sedangkan pada 

Tahun Anggaran 2023 realisasi belanja modal sebesar Rp. 5.986.729,00 
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dari pagu anggaran belanja sebesar Rp. 6.036.526.614,00 atau setara 

dengan 99,18% dari total pagu Belanja Modal Tahun Anggaran 2023. 

Tabel 4.4 

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah 
KODE 

REKENING
URAIAN ANGGARAN 2023 REALISASI LEBIH/ (KURANG) %

5.2 BELANJA MODAL 6.036.526.614,00 5.986.729.290,00 (869.307.479,00) 99,18

5.2.2.05.1 Belanja Modal Alat Kantor 3.447.785.858,00 3.407.629.290,00 40.156.568,00 98,84

5.2.2.05.2 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 547.227.014,00 542.550.000,00 4.677.014,00 99,15

5.2.2.06 Belanja Modal Alat Studio, 

Komunikasi dan Pemancar 

1.465.581.817,00               1.464.800.000,00                  (917.572.986,00) 99,95

  

Dari tabel diatas diketahui terdapat sisa anggaran Belanja 

Modal sebesar Rp.184.339.000,00. Sisa anggaran tersebut merupakan 

efisieni dan negosiasi dari proses pengadaan Belanja Modal. 

 

4.1.2.Surplus/(Defisit)  31 DESEMBER 2023   31 DESEMBER  2022 

         LRA           (Rp.152.358.854.438,00)  (Rp.134.567.940.364,00) 

 

Surplus/(Defisit) Laporan Realisasi Anggaran  adalah selisih 

lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode 

pelaporan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 bahwa Sekretariat DPRD Kota Bekasi memperoleh target Rp.0,00 

sehingga Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

sampai dengan Tahun Anggaran 2023 pada posisi defisit sebesar Rp. 

152.358.854.438,00. Sebagai perbandingan pada 31 Desember 2022 

posisi defisit sebesar Rp. 134.567.940.364,00. Terdapat penambahan 

defisit pada LRA Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebesar Rp. 

17.790.914.074,00. 
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4.2 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Neraca 

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi 

keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal 

tertentu.  

Neraca Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 20223 

terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, 

Kewajiban dan Ekuitas yang ada di Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

pada tanggal 31 Desember 2023. 

Aset pada  Neraca terdiri atas Aset Lancar dan Aset Tetap. Aset 

Lancar berupa Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang dan 

Persediaan. Sedangkan Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan 

Mesin,  Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan serta Aset 

Tetap Lainnya. 

Kewajiban pada Neraca terdiri atas Utang-utang yang berupa 

Utang PFK, Utang Beban dan Utang-utang Lainnya. Sedangkan 

selisih antara Total Aset dan Kewajiban merupakan nilai Ekuitas pada 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi. 

Untuk Posisi Keuangan per 31 DESEMBER 2023 Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi secara umum sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Posisi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah 

Kode 

Rekening 

Posisi Keuangan 

Terkait dengan 

Tahun Tahun 

2023 2022 

1 Aset 55.429.279.692,22 53.403.438.926,22 

2 Kewajiban 79.008.771,00 71.800.530,00 

3 Ekuitas  55.429.279.692,22 53.331.638.396,22 
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Sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki total Aset sebesar Rp. 

55.429.279.692,22 dengan Nilai Kewajiban sebesar Rp.79.008.771,00 

dan Nilai Ekuitas sebesar Rp. 55.429279.692,22. 

 

4.2.1.Aset  31 DESEMBER 2023               31 DESEMBER 2022 

         Rp.55.429.279.692,22               Rp.53.403.438.926,22 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Aset 

diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar dan Aset Nonlancar. Suatu 

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk 

dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam 

waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak 

dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset 

Nonlancar. 

Aset Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun anggaran 2023 

adalah sebesar Rp. 55.429.279.692,22 sebagai perbandingan pada 

tahun 2021 Aset Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebesar Rp. 

53.403.438.926,22. Terdapat kenaikan sebesar Rp. 2.025.840.766,00 

atau setara dengan 3,65%. Kenaikan tersebut berasal dari 

pembelanjaan modal dan transfer masuk Aset Tetap dari SKPD lain. 

Adapun rinciaan Aset Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 

Anggaran 2023 sebagai berikut:  
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Tabel 4.6 

Rekapitulasi Aset Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

 Tahun Anggaran 2023 dan 2022 

Dalam Rupiah 

Kode 

Rekening 
Aset 

Tahun Tahun 

2023 2022 

1.1 Aset Lancar 653.479.000,00 631.403.020,00 

1.3 Aset Tetap 53.803.541.000,22 51.742.920.419,22 

1.4 Aset Lainnya 

 

972.259.692,00 
 

 

1.029.115.487,00 
 

 

4.2.1.1.Aset  Lancar 31 DESEMBER 2023          31 DESEMBER 2022     

Rp 653.479.000,00               Rp.631.403.020,00 

 

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan 

segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam 

waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka 

pendek, piutang dan persediaan. Saldo Aset Lancar Sekretariat DPRD 

pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 653.479.000,00. 

Adapun rincian Aset Lancar tersebut sebagai berikut : 

 

4.2.1.1.1 Kas di Bendahara  31 DESEMBER 2023   31DESEMBER 2022 

      Pengeluaran  Rp. 0,00                              Rp.0,00 

   

Pada tahun 2022 Sekretariat DPRD menerima Uang 

Persediaan sebesar Rp. 225.000.000,00. Uang tersebut diperuntukan 

untuk kegiatan operasional kantor sehari-hari dan dapat diisi ulang 

(revolving) apabila sudah dipergunakan lebih dari 50%. 

 Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 

2021 tentang Besaran dan Tata Cara Penggunaan Uang Persediaan 

Perangkat Daerah Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
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Daerah uang persediaan tersebut Uang Persediaan tersebut harus 

dikembalikan ke Kas Daerah pada akhir periode Tahun Anggaran 

berjalan.  

Sehingga pada akhir tahun 2023 saldo Kas di Bendahara 

Pengeluaran adalah sebesar Rp. 0,00.  

 

4.2.1.1.2 Persediaan   31 DESEMBER 2023      31 DESEMBER 2022 

          Rp. 653.479.000,00            Rp.631.403.020,00 

 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 

operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk 

dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. 

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 berdasarkan Berita 

Acara Stock Opname Nomor 027/138-Setwan.Umum Tanggal 02 

Januari 2024 adalah sebesar Rp. 653.479.000,00 sedangkan per 31 

Desember 2022 terdapat stock opname persediaan sebesar Rp. 

631.403.020,00.  

Adapun rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2023 terdiri 

dari: 

 

Tabel 4.7 

Rekapitulasi Persediaan 

Tahun Anggaran 2023 dan 2022 

Dalam Rupiah  

 

Kode Rekening Jenis Persediaan 
Tahun Tahun 

2023 2022 

1.1.12.01.03.0001 Alat Tulis Kantor  53.345.000,00  0,00  

1.1.12.01.03.0002 Kertas dan Cover   37.200.000,00  0,00  
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1.1.12.01.03.0004 Benda Pos 0,00 0,00 

1.1.12.01.03.0006 Bahan Komputer  498.610.000,00   282.572.200,00  

1.1.12.01.03.0008 Alat Listrik 0,00 0,00 

1.1.12.01.03.0012 
Suvenir/Cendera 

Mata  
64.324.000,00 348.830.820,00 

1.1.12.01.07.0001 Natura 0,00 0,00 

 

Perincian saldo persediaan pada Sekretariat DPRD Kota 

Bekasi adalah sebagai berikut : 

1. Alat Tulis Kantor 

Saldo Awal   Rp.                  0,00 

Pembelian   Rp.   944.977.600,00 

Transfer Masuk  Rp.          705.000,00 + 

Persediaan Tersedia  Rp.   945.682.600,00 

Persediaan digunakan  Rp.   892.337.600,00 - 

Saldo Akhir   Rp.     53.345.000,00 

 

2. Kertas dan Cover 

Saldo Awal   Rp.                     0,00 

Pembelian   Rp.  195.855.000,00 

Transfer Masuk   Rp.                        0,00 + 

Persediaan Tersedia  Rp.    195.855.000,00 

Persediaan digunakan  Rp.    158.655.000,00 - 

Saldo Akhir   Rp.      37.200.000,00 

 

 

3. Bahan Komputer 

Saldo Awal   Rp.   282.572.200,00 

Pembelian   Rp.   905.795.750,00  
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Transfer Masuk   Rp.                0,00 + 

  Persediaan Tersedia  Rp.   1.188.367.950,00 

Persediaan digunakan  Rp.      689.757.950,00 - 

Saldo Akhir   Rp.      498.610.000,00 

 

 

4. Alat Listrik 

Saldo Awal   Rp.      0,00 

Pembelian   Rp.   147.696.950,00  

Transfer Masuk  Rp.                   0,00 + 

Persediaan Tersedia  Rp.   147.696.950,00 

Persediaan digunakan  Rp.     83.372.950,00 – 

Saldo Akhir   Rp.     64.324.000,00 

 

 

Jumlah Persediaan akhir sebesar Rp. 653.479.000,00 

telah sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Periode 01 

Januari s.d 31 Desember Tahun Anggaran 2023 Nomor 900/099   

-BAR.PERSED/AKUN/2023 tanggal 2 Januari 2024 dengan 

rincian sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Rekonsiliasi Persediaan  

Tahun Anggaran 2022  

Dalam Rupiah  

No Uraian Nilai 

1 Saldo Awal Persediaan (SIMDA) 631.403.020,00            

2 Belanja Barang (LRA SIMDA) 22.656.509.131,00       

3 Penggunaan SIMDARA 3.917.492.820,00         

4 Saldo Akhir Persediaan (SIMDA) 653.479.000,00            

5 Selisih (1+2-3-4) 18.716.940.331,00        
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Dari tabel tesebut diketahui terdapat selisih sebesar Rp. 

18.716.940.331,00 Selisih tersebut merupakan Belanja Barang 

Tidak Menjadi Persediaan. 

Berdasarkan penyesuian Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan 

Kodefikasi Barang Milik Daerah, penggolongan barang 

persediaan sebagaimana tersebut diatas menjadi sebagai berikut 

: 

KODE 

REKENING 
URAIAN  JUMLAH  

1.1.7.1.3 Alat/Bahan Kegiatan Kantor      653.479.000,00  

1.1.7.1.5 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan 0,00 

      

Jumlah 631.403.020,00  

 

 

 

4.2.1.2  Aset Tetap     31 DESEMBER 2023       31 DESEMBER 2022 

        Rp.53.803.541.000,22        Rp.51.358.617.417,22 

 

Aset Nonlancar mencangkup aset yang bersifat jangka 

panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung 

maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang 

digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan 

menjadi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, 

dan Aset Lainnya. Sedangkan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

Aset Nonlancar bersaldo pada Aset Tetap dan pada Aset Lainnya. 

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.  

Dari tabel diatas diketahui bahwa saldo Aset Tetap Sekretariat 
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DPRD Kota Bekasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah 

sebesar Rp. 55.704.630.206,22. 

Saldo tersebut merupakan Jumlah dari Saldo Tanah, 

Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan 

Jaringan, dan Akumulasi Penyusutan 

Adapun rincian Aset Tetap pada Sekretariat DPRD kota 

Bekasi tahun 2023, adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.9 

Rekapitulasi Aset Tetap 

Tahun Anggaran 2023 dan 2022 

Dalam Rupiah 

Kode 

Rekening
Jenis Aset Tetap  Tahun 2023 Tahun 2022

1.3.1 Tanah 1.000.000.000,00             1.000.000.000,00          

1.3.2 Peralatan dan Mesin 30.035.752.059,80           23.525.779.519,80        

1.3.3 Gedung dan Bangunan 50.358.457.879,00           50.247.479.129,00        

1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 151.764.700,00                151.764.700,00             

1.3.5 Aset Tetap Lainnya 600.440.990,22                648.751.100,22             

1.3.7 Akumulasi Penyusutan (28.342.874.628,80)         (24.215.157.031,80)      

Jumlah 53.803.541.000,22           51.358.617.417,22        

 

Dari tabel diatas dapat dilihat perincian Aset Tetap Tahun 

Anggaran 2022  yang terdiri dari Tanah sebesar Rp. 

1.000.000.000,00 Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 

30.035.752.059,80 Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 

50.358.457.879,00. Jalan, Jaringan dan Instalasi sebesar Rp. 

151.764.700,00, Aset Tetap lainnya sebesar Rp. 600.440.990,22 

serta Akumulasi Penyusutan Aset sebesar (Rp. 28.342.874.628,80).  

Terdapat selisih antara Aset Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

yang ada pada aplikasi SIMDA Keuangan dengan Aset Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi yang ada di Aplikasi SIMDA BMD. Selisih 
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tersebut dikarenakan adanya pengakuan aset DPRD didalam Aset 

Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Jumlah aset DPRD yang 

digabungkan kedalam Aset Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah 

sebesar Rp. 595.800.000,00. 

Jumlah Aset tersebut telah sesuai dengan Berita Acara 

Rekonsiliasi Aset Tetap Dan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Nomor : 025/AT/BAR.AT-

AL/SETWAN/I/2024 tanggal 5 Januari 2024. 

 

 

4.2.1.2.1  Aset Tetap Tanah  31 DESEMBER 2023 31 DESEMBER 2022 

                Rp.1.000.000.000,00  Rp.1.000.000.000,00 

 

Sampai dengan Tahun 2023, Tanah yang dikelola  Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi senilai Rp. 1.000.000.000,00 dan bernilai tetap 

sejak 31 Desember 2022 dan telah sesuai dengan Berita Acara 

Rekonsiliasi Aset Tetap Dan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Nomor 025/AT/BAR.AT-

AL/SETWAN/I/2024 tanggal 5 Januari 2024. 

Berdasarkan penyesuian Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang 

Milik Daerah, penggolongan Aset Tanah sebagaimana tersebut diatas 

menjadi sebagai berikut : 

KODE 

REKENING 
URAIAN  JUMLAH  

1.3.1.1.1 Tanah Persil     1,000,000,000.00  

      

Jumlah     1,000,000,000.00  
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4.2.1.2.2  Aset TetapPeralatan31 DESEMBER 2023  31DESEMBER2022 

     dan Mesin            Rp. 30.035.752.059,80 Rp.23.525.779.519,80  

 

Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dikelola Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar 

Rp.30.035.752.059,80 sedangkan pada 31 Desember 2022 adalah 

sebesar Rp. 23.525.779.519,00. Terdapat penambahan sebesar Rp. 

6.509.972.540,80. Penambahan tersebut berasal Belanja Modal dan 

Transfer Masuk dari SKPD lain.  

Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan 

Mesin selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan  31 Desember 

2023 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel.4.10 

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 

Tahun Anggaran Tahun 2023  

Dalam Rupiah 

No URAIAN 
PERALATAN DAN 

MESIN 
JUMLAH (Rp) 

1 SALDO AWAL 1 JANUARI 2023 23.525.779.519,80 

2 
MUTASI 

TAMBAH 

 BELANJA MODAL  5.986.729.290,00 

 BARANG MASUK 

DARI SKPD LAIN  
2.812.400.000,00  

REKLAS DARI ASET 

GEDUNG 

BANGUNAN 

0,00 

PINDAH KIB 0,00  

  JUMLAH MUTASI TAMBAH 8.799.159.290,00 

3 
MUTASI 

KURANG 

 BARANG KELUAR 

KE SKPD LAIN  
2.097.275.000,00 

 REKLAS KE ASET 

LAINNYA 
15.030.000,00 

 PINDAH KIB  160.145.250,00 

 PENGHAPUSAN  0,00  

 REKLAS KE RB 16.706.500,00 
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 KAPITALISASI  0,00  

 TIDAK MENJADI 

ASET  
0,00  

 KOREKSI KURANG 

(Ekstrakompatabel) 
0,00 

  JUMLAH MUTASI KURANG 2.289.156.750,00 

4 SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2023 30.035.752.059,80 

 

Tabel di atas menunjukan saldo awal Tahun 2023 Aset Tetap 

Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 30.034.752.059,80 dan terdapat 

penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut : 

 1. Mutasi Keluar Mobil Dinas Daihatsu/Terrios dengan nilai Rp. 

232.400.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 

024/165/Setwan.umum 

2. Mutasi Keluar Mobil Dinas Daihatsu/Terrios dengan nilai Rp. 

208.300.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 

024/165/Setwan.umum 

3. Mutasi Keluar Mobil Dinas Daihatsu/Terrios dengan nilai Rp. 

232.400.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 

024/167/Setwan.umum 

4. Mutasi Keluar Mobil Dinas Toyota Kijang Innova G M/T 

denga nilai Rp. 283.620.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 

024/164/Setwan.umum 

5. Mutasi Keluar Mobil Dinas Avanza 1.5 Veloz dengan nilai 

Rp. 219.150.000,00 sesuai dengan BAST Kendaraan 

Operasional Nomor : 024/534/Setwan.Umum 

6. Mutasi Keluar Aset Tetap berupa Meja 1/2 Biro, Kursi hadap 

Depan Mejas Kerja Pejabat Esselon III, Filling Cabinet Besi, 

Rak Besi, Rak Kayu dengan total nominal sebesar Rp. 

24.805.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 024/ 
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547.1/SETWAN.UMUM  

7. Mutasi Masuk Mobil Dinas sebanyak 5 unit dengan total nilai 

sebesar Rp. 1.551.600.000,00 sesuai dengan BAST 

Kendaraan Operasional Nomor : 024/BAST.123-Setda.Plk 

8. Reklas Aset Peralatan Mesin (Sepede Motor                                                                         

Yamaha X-Ride) Setwan ke Aset Rusak Berat/Usang sebesar 

Rp. 15.030.000,00 Sesuai dengan Keputusan Walikota Bekasi 

No: 032/Kep.194-BPKAD/IV/2023  

9. Mutasi Keluar Mobil Dinas Jabatan berupa Toyota Vellfire 

A/T/V No Polisi  B 1106 KQN  dengan nilai sebesar Rp. 

853.800.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 024/ 

3023/SETWAN.UMUM tanggal 30 Mei 2023 

10. Mutasi Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin Lainnya 

Berupa PC All in One AXIOO My PC One Pro K5-24(15N5-

3) dengan nilai sebesar Rp. 16.000.000,00 sesuai dengan 

BAST Nomor 027/BAST.290-Setda.PLK tanggal 31 Mei 

2023  

11. Mutasi Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dinas 

Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 

nilai sebesar Rp. 8.275.000,00 sesuai dengan BAST No 

463/56-DPPPA.PHA tanggal 13April 2023 

12. Mutasi Masuk Mobil Dinas berupa Toyota Kijang Innova V 

A/T no polisi B 1156 KQN dengan nilai Rp. 301.205.000,00 

sesuai dengan BAST Kendaraan Operasional Nomor : 

024/BAST.165-BPKAD.Aset 

13. Transfer Keluar Mebel senilai Rp. 42.800.000,00 sesuai 

dengan BAST Mutasi Barang/ Aset Nomor 

024/7182,BAST.Umum  
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14. Transfer Masuk Printer All in One Echo Tank L3250 senilai 

Rp. 8.720.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 027/BAST 

.734/Setda.PLK  

15. Transfer Mutasi Masuk Mobil Dinas Toyota Fortuner 2.8 

VRZ 4x4 AT seniali Rp. 692.700.000,00 sesuai dengan 

BAST Nomor 024/BAST.912-Setda.PK   

16. JP Mutasi Masuk Kendaraan Opersional Dinas Rada 4 Isuzu 

PHR54U-CAA1N1 4 x 2 HT seniai Rp. 233.900.000,00 

sesuai dengan BAST Nomor 024/BAST.928-Setda.PK  

17. Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap 

Gedung dan Bangunan senilai Rp. 160.145.250,00 

18. Reklas Aset Tetap peralatan Dan Mesin Ke Beban Non 

Persediaan senilai Rp. 12.042.000,00 

 

Berdasarkan penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang 

Milik Daerah, perincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagaimana 

tersebut diatas menjadi sebagai berikut: 

KODE 

REKENING 
URAIAN  JUMLAH  

1.3.2.1.3 Alat Bantu                    322.053.883,00  

1.3.2.2.1 Alat Angkutan Darat Bermotor 5..327.085.800,00 

1.3.2.4.1 Alat Pertanian  17.388.960,00 

1.3.2.5.1 Alat Kantor           4.944.403.394,00  

1.3.2.5.2 Alat Rumah Tangga                5.319.028.746,00  

1.3.2.5.3 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 3.333.235.200,00  

1.3.2.6.1 Alat Studio 5.937.269.000,00  

1.3.2.6.2 Alat Komunikasi                   248.287.500,00  

1.3.2.6.3 Peralatan Pemancar       4.750.000,00  

1.3.2.10.1 Komputer Unit 3.688.098.576,80 
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4.2.1.2.3  Aset Tetap Gedung  31 DESEMBER 2023   31 DESEMBER2022 

  dan Bangunan  Rp.50.358.457.879,00  Rp. 50.198.312.629,00   

 

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sekretariat DPRD Kota 

Bekasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp.50.358.457.879,00 

sedangkan pada 31  Desember 2022 jumlah Aset Tetap Gedung dan 

Bangunan Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebesar Rp. 

50.198.312.629,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp.160.145.250,00. 

Kenaikan  tersebut merupakan  reklas belanja modal dari Aset Tetap 

Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa 

Pengadaan Pintu Geser Otomatis 3 unit seharga Rp. 160.145.250,00.  

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama periode 1 

Januari s.d 31 Desember 2023 sebagai berikut : 

Tabel.4.11 

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan  

Tahun Anggaran 2022  

Dalam Rupiah 

No URAIAN PERALATAN DAN MESIN JUMLAH (Rp) 

1 SALDO AWAL 1 JANUARI 2023 50.198.312.629,00 

2 
MUTASI 

TAMBAH 

 BELANJA MODAL  0,00 

 BARANG MASUK DARI 

SKPD LAIN  
0,00  

REKLAS DARI ASET 

GEDUNG BANGUNAN 
160.145.250,00 

KDP 0,00  

  JUMLAH MUTASI TAMBAH 160.145.250,00 

3 
MUTASI 

KURANG 

 BARANG KELUAR KE SKPD 

LAIN  
0,00 

 PINDAH KIB  0,00  

 PENGHAPUSAN  0,00  

 REKLAS KE BEBAN 0,00 

 KAPITALISASI  0,00  

1.3.2.10.2 Peralatan Komputer 894.151.000,00  

Jumlah 30.040.416.559,80  
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 TIDAK MENJADI ASET  0,00  

 KOREKSI KURANG 

(Ekstrakompatabel) 
0,00 

  JUMLAH MUTASI KURANG 0,00 

4 SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2022 50.358.457.879,00 

 

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 

50.358.457.879,00 tersebut telah sesuai dengan Berita Acara 

Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Nomor 

025/AT/BAR.AT.AL/SETWAN/1/2024 tanggal 5 Januari 2024. 

Berdasarkan penyesuian Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi 

Barang Milik Daerah, perincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan 

sebagaimana tersebut diatas menjadi sebagai berikut : 

KODE 

REKENING 
URAIAN  JUMLAH  

1.3.3.1.1 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50.298.457.879,00  

1.3.3.2.1 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti                      60,000,000.00  

Jumlah 50.358.457.879,00  

 

4.2.1.2.4  Aset Tetap Jalan,      31 DESEMBER  2023     31 DESEMBER2022 

  Jaringan dan        Rp.151.764.700,00             Rp.151.764.700,00 

       Instalasi  

Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi Sekretariat DPRD 

Kota Bekasi per 31 Desember 2023  dan 31 Desember 2023 tetap, 

yaitu sebesar Rp. 151.764.700,00. Tidak terdapat Mutasi tambah 

dan mutasi kurang Aset Tetap Jalan Jaringan dan Instalasi selama 

periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember  2023. 

Saldo tersebut telah sesuai dengan Berita Acara 

Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 
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2022 Sekretariat DPRD Kota Bekasi Nomor 

025/AT/BAR.AT.AL/SETWAN/1/2024 tanggal 5 Januari 2024. 

Berdasarkan penyesuian Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan 

Kodefikasi Barang Milik Daerah, perincian Aset Tetap Jalan, 

Jaringan dan Instalasi sebagaimana tersebut diatas menjadi sebagai 

berikut : 

KODE 

REKENING 
URAIAN  JUMLAH  

1.3.4.4.2 Jaringan Listrik          151,764,700.00  

      

Jumlah          151,764,700.00  

 

4.2.1.2.5  Aset Tetap Lainnya 31 DESEMBER 2023    31DESEMBER2022 

  Rp.600.440.990,22       Rp.648.751.100,22 

 

Aset Tetap Lainnya Sekretariat DPRD Kota Bekasi per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tetap, yaitu sebesar Rp. 

600.440.990,22. Terdapat penurunan aset tetap lainnya sebesar Rp. 

48.310.110,00. Penurunan tersebut merupakan hasil Reviu ITKO atas 

perubahan kebijakan kapitalisasi aset tetap lainnya pada Laporan 

Keuangan Unaudited Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 

2023.  

Saldo Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 600.440.990,22 telah 

sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya 

Tahun Anggaran 2023 Sekretariat DPRD Kota Bekasi Nomor 

025/AT/BAR.AT.AL/SETWAN/1/2024 tanggal 5 Januari 2024. 

Berdasarkan penyesuian Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang 

Milik Daerah, perincian Aset Tetap Lainnya sebagaimana tersebut 

diatas menjadi sebagai berikut : 
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4.2.1.2.6  Akumulasi      31 DESEMBER 2023       31 DESEMBER 2022 

 Penyusutan (Rp.26.494.760.032,80)      (Rp. 23.781.687.529,80)         

 

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan nilai penurunan 

dari aset tetap pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang 

perhitungannya menggunakan metode garis lurus. 

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp. 

26.494.760.032,80) sedangkan saldo Akumulasi Penyusutan Aset pada 

31 Desember 2022 sebesar (Rp.23.781.687.529,80) 

Perincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi sampai dengan 31 Desember 2023 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KODE 

REKENING 
URAIAN  JUMLAH  

1.3.5.1.1 Bahan Perpustakaan Tercetak         600.350.990,22 

1.3.5.2.1 Barang Bercorak Kesenian                  90,000.00  

Jumlah         600.440.990.22  
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Tabel 4.12 

Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan 

Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah 
KODE REKENING URAIAN JUMLAH KET.

1 . 3 . 7 . 01 . 01 Akumulasi Penyusutan Alat Besar (322.286.621,00)            (1,00)

1 . 3 . 7 . 01 . 02 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan (2.344.899.950,00)         

1 . 3 . 7 . 01 . 04 Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian (205.813,00)                   

1 . 3 . 7 . 01 . 05 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (7.266.119.664,00)         

1 . 3 . 7 . 01 . 06
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan 

Pemancar
(2.503.520.105,00)         

1 . 3 . 7 . 01 . 08 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium (50.189.994,00)              

1 . 3 . 7 . 01 . 10 Akumulasi Penyusutan Komputer (2.899.584.096,80)         

1 . 3 . 7 . 01 . 15 Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja (108.333,00)                   

1 . 3 . 7 . 01 . 16 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga (1.000.000,00)                

1 . 3 . 7 . 02 . 01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (10.981.942.635,00)       

1 . 3 . 7 . 02 . 02 Akumulasi Penyusutan Monumen (11.750.000,00)              

1 . 3 . 7 . 03 . 03 Akumulasi Penyusutan Instalasi (49.179.341,00)              

1 . 3 . 7 . 03 . 04 Akumulasi Penyusutan Jaringan (63.973.480,00)              

JUMLAH (26.494.760.032,80)        

Saldo Akumulasi tersebut telah sesuai dengan Berita Acara 

Rekosiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Nomor 

025/AT/BAR.AT.AL/SETWAN/1/2024 tanggal 5 Januari 2024. 

  

4.2.1.3  Aset Lainnya      31 DESEMBER 2022       31 DESEMBER 2021 

         Rp.972.259.692,00      Rp.1.029.115.487,00 

 

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak 

dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, 

aset tetap dan dana cadangan.  Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

saldo Aset Lainnya terdiri dari akumulasi Saldo Aset Tidak Berwujud, 

Aset Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud. 

Pada 31 Desember 2023 nilai Aset Lainnya adalah sebesar 

Rp.972.259.692,-. Sedngkan pada 31 Desember 2022 saldo Aset 

Lainnya adalah sebesar 1.029.115.487,00. Terdapat Mutasi Masuk 
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pada Akun Aset Lainnya, Mutasi tersebut merupakan Reklas Rusak 

Berat dari  Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain sebesar 

Rp. 15.030.000,00. Adapun perincian nilai Aset Lainnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 280.710.000,00 

Aset Tidak Berwujud pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

berupa Software dan sampai dengan 31 Desember 2022 bernilai 

sebesar Rp. 280.710.000,00 sama dengan nilai saldo per 31 

Desember 2021. 

Saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 280.710.000,00 telah 

sesuai dengan Berita Acara Rekosiliasi Aset Tetap dan Aset 

Lainnya Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

Nomor 025/AT/BAR.AT.AL/SETWAN/1/2024 tanggal 5 Januari 

2024. 

2. Aset Lain-lain sebesar Rp. 2.145.248.419,20 

Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang masuk dalam 

kategori Aset Rusak Berat dan Aset yang telah habis masa 

manfaatnya. Pada bulan Desember 2023 terdapat reklas Aset Rusak 

Berat dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 

1.197.988.729,20, dengan rincian sebagai berikut : 
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Tabel 4.13 

Daftar Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesi ke Aset Lain-lain  

Tahun Anggaran 2022 

Dalam Rupiah 

KODE 

REKENING  
 URAIAN   JUMLAH  

1.3.2.05.01  Alat Kantor    481.457.960,00  

1.3.2.05.02  Alat Rumah Tangga    252.200.000,00  

1.3.2.06.01  Alat Studio     104.574.000,00  

1.3.2.06.02  Alat Komunikasi       3.000.000,00  

1.3.2.10.01  Komputer Unit     284.577.769,20  

1.3.2.10.02  Peralatan Komputer       72.179.000,00  

Jumlah  1.197.988.729,20  
 

Adapun Mutasi Aset Lain lain periode 1 Januari s.d 31 

Desember 2023 sebagai berikut : 

Tabel.4.14 

Mutasi Aset Lain – Lain  

Tahun Anggaran Tahun 2023 dan 2022 

Dalam Rupiah 

No URAIAN PERALATAN DAN MESIN JUMLAH (Rp) 

1 SALDO AWAL 1 JANUARI 2023 947.259.690,00 

2 
MUTASI 

TAMBAH 

 BELANJA MODAL  0,00 

 BARANG MASUK DARI SKPD 

LAIN  
0,00  

REKLAS DARI ASET 

PERALATAN DAN MESIN 
1.197.988.729,20 

KDP 0,00  

  JUMLAH MUTASI TAMBAH 2.145.248.419,20 

3 
MUTASI 

KURANG 

 BARANG KELUAR KE SKPD 

LAIN  
0,00 

 PINDAH KIB  0,00  

 PENGHAPUSAN  0,00  

 REKLAS KE BEBAN 0,00 

  JUMLAH MUTASI KURANG 0,00 

4 SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2022 2.145.248.419,20 
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Saldo Aset Lain Lain sebesar Rp. 2.145.248.419,20 telah 

sesuai dengan Berita Acara Rekosiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya 

Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kota Bekasi Nomor 

025/AT/BAR.AT.AL/SETWAN/1/2024 tanggal 5 Januari 2024.    

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud ( Rp. 230.709.998,00)  

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan nilai 

akumulasi dari Amortisasi pada Aset Tidak Berwujud berupa 

software/ aplikasi. 

Akumulasi Amortiasai Aset Tidak Berwujud pada 31 

Desember 2023 sebesar (Rp. 230.709.998,00), sedangkan pada 31 

Desember 2022 saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud 

sebesar (Rp. 230.709.998,00).. 

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar 

(Rp. 230.709.998,00) telah sesuai dengan Berita Acara Rekosiliasi 

Aset Tetap dan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022 Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi Nomor 025/AT/BAR.AT.AL/SETWAN/1/2024 

tanggal 5 Januari 2024. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya ( 

Rp.1.197.988.729,20)  

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan nilai 

akumulasi dari Penyusutan pada Aset Tetap yang masih mempunyai 

nilai namu dalam kondisi Rusak Berat. 

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sampai dengan 31 

Desember 2022 berjumlah Rp. (1.197.988.729,20). Saldo tersebut 

merupakan Reklas dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 

yang mengalami Rusak Berat. 

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya  sebesar (Rp. 

1.197.988.729,20) telah sesuia dengan Berita Acara Rekosiliasi Aset 

Tetap dan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD 
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Kota Bekasi Nomor 025/AT/BAR.AT.AL/SETWAN/1/2024 tanggal 

5 Januari 2024. 

Berdasarkan penyesuian Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi 

Barang Milik Daerah, perincian Akumulasi Penyustan Aset Tetap 

sebagaimana tersebut diatas menjadi sebagai berikut : 

 

 

 

4.2.2.Kewajiban         31 DESEMBER 2023            31 DESEMBER 2022 

     Rp.79.008.771,00                    Rp. 71.800.530,00  

 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

Lampiran I SAP Nomor 09 tetang Kewajiban menjelaskan bahwa 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaianya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah daerah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua yaitu  

Kewajiban Jangka Pendek yang diharapkan dibayar dalam waktu 

paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka 

Panjang yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan 

setelah pelaporan. Saldo Kewajiban Sekretariat DPRD tahun 2023 

adalah sebesar Rp. 79.008.771,00. Sebagai perbandingan pada tahun 

2022 saldo Kewajiban Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah sebesar 

Rp. 71.800.530,00. Dimana nilai kewajiban tahun 2022 tersebut, 

sudah dibayarkan pada diawal tahun 2023.  

KODE 

REKENING 
URAIAN  JUMLAH  

1.5.3.1.1 Aset Tidak Berwujud 280.710.000,00  

1.5.4.1.1 Aset Lain-Lain 2.145.248.419,20  

1.5.5.1.1 Amortisasi Aset Tidak Berwujud   (255.709.998,00) 

1.5.6.1.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya  (1.197.988.729,20) 

Jumlah 972.259.692,00 
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Saldo kewajiban Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebesar Rp. 

71.800.530,00  adalah saldo Utang Belanja pada kewajiban jangka 

pendek per tanggal 31 Desember 2022 yang  merupakan pengakuan 

Beban Jasa yang dilakukan secara akrual sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

Tabel 4.15 

Rekapitulasi Pengakuan Akrual Utang Belanja Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah 

2.1.6.02.02.0059

Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan 

Telepon                   348.994,00 

2.1.6.02.02.0061 Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik              78.659.777,00 

JUMLAH              79.008.771,00 

 

4.2.3.Ekuitas  31 DESEMBER  2023            31 DESEMBER 2022 

   Rp.55.350.270.921,22             Rp.53.331.638.396,22 

 

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Sekretariat DPRD Kota 

Bekasi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Sampai 

dengan 31 Desember 2023 Ekuitas Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 55.350.270.921,22 dari 

saldo ekuitas pada tahun 2022 sebesar Rp. 53.331.638.396,22. 

Penjelasan atas kenaikan Ekuitas Tahun 2023 dapat dilihat pada 

penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 

 

4.3 Penjelasan Atas Pos Pos Laporan Operasional 

Menurut Permendagri Nomor 71 Tahun 2010 Laporan 

Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh 

pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicangkup 

secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-

LO, Beban, Transfer, dan Pos Pos Luar Biasa. Saldo dalam Laporan 
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Operasional pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi hanya terdapat pada 

Beban-LO.  

4.3.1. Pendapatan-LO 

Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai 

penambahan nilai kekayaan bersih. Sesuai dengan Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki 

target Pendapatan sebesar Rp. 0,00 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Sekretariat DPRD Kota Bekasi bukan merupakan dinas 

penghasilan dan tidak mempunyai pendapatan. 

 

4.3.2.Beban-LO 

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. Beban LO pada Sekretariat DPRD  

terdiri dari Beban Operasi dan Beban Penyusutan. 

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan 

Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan 

Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan 

Piutang, dan Beban Lain-lain. Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

hanya terdapat Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa serta Beban 

Penyusutan.   

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam 

bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, 

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi, Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum 

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah 

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan 

modal. Beban Pegawai pada Sekretariat DPRD pada Laporan 

Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 63.355.348.074,00 
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Beban barang dan jasa merupakan pembiayaan dalam rangka 

pengadaan barang dan jasa dan bukan dalam rangka penambahan 

modal/aset. Pada Laporan Operasional Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

Tahun Anggaran 2023 Beban barang dan jasa terdiri dari Beban 

Persediaan, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, dan 

Beban Perjalanan Dinas. Untuk Tahun Anggaran 2023 Beban Barang 

dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Bekasi berjumlah Rp. 

62.407.581.235,00 

Sedangkan beban penyusutan dan amortisasi merupakan biaya 

yang dibebankan dalam rangka perhitungan penurunan nilai aset tetap 

dan aset tidak berwujud. Beban penyusutan pada Laporan Operasional 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun anggaran 2023 terdiri dari 

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung 

dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi, serta 

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Dengan total Beban 

Penyusutan sebesar Rp. 3.910.498.544,00 

 

4.3.2.1 Beban 31 DESEMBER 2023   30 DESEMBER 2024 

Pegawai  Rp.62.407.581.235,00    Rp.63.355.348.074,00  

 

Beban Pegawai per 31 Desember 2023 pada Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi adalah Rp. 62.407.581.235,00 yang terdiri dari 

Beban Gaji dan Tunjangan PNS, Beban Tambahan Penghasilan ASN, 

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD, dan Beban Penunjang Operasional 

Pimpinan DPRD. 

Rincian beban pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 

Anggaran 2023 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah 
KODE 

REKENING
URAIAN JUMLAH KET.

8.1.1 BEBAN PEGAWAI 62.407.581.235,00        

8.1.1.01 Beban Gaji dan Tunjangan ASN 3.169.609.034,00

8.1.1.02 Beban Tambahan Penghasilan ASN 6.698.971.354,00

8.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan 

Pertimbangan Objektif

84.161.840,00

8.1.1.04 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD 52.061.719.007,00

8.1.1.06 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan 

DPRD serta KDH/WKDH

393.120.000,00

 

Beban Pegawai - LO disajikan dengan basis Akrual, 

pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, 

sehingga nilai beban Pegawai - LO sebesar nilai belanja jasa yang 

dibayarkan pada Periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023.  

Dari tabel diatas diketahui bahwa Beban Gaji dan Tunjangan 

ASN Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun anggaran 2023 sebesar 

Rp. 3.169.609.034,00. Untuk perbandingan Beban Gaji dan 

Tunjangan ASN Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun anggaran 

2022 sebesar Rp. 3.358.356.443,00. Terdapat penurun pada Beban 

Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 188.747.409,00. Penurunan 

tersebut dikarena berkurangnaya jumlah ASN di Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi, dimana pada tahun 2022 jumlah ASN di 

Sekretariat Bekasi berjumlah 51 Orang sedangkan di tahun 2023 

berjumlah 50 orang. 

Beban Tambahan Penghasilan ASN pada tahun 2023 sebesar 

6.698.971.354,00, apabila dibandingkan pada tahun 2022 Beban 

Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp. 7.277.399.830,00. 

Terdapat penurunan pada jumlah Beban Tambahan Penghasilan 



 

 
 

Laporan Keuangan Audited 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

Tahun Anggaran 2023 
 

 
 

91 
 
 

ASN sebesar Rp. 578.428.476,00. Penurunan tesebut dimana pada 

tahun 2022 jumlah ASN di Sekretariat Bekasi berjumlah 51 Orang 

sedangkan di tahun 2023 berjumlah 50 orang. 

Saldo Beban Gaji dan Tunjangan DPRD pada tahun 2023 

sebesar Rp. 52.061.719.007,00 terdapat penurunan sebesar Rp. 

264.752.794,00 dibandingkan dengan saldo Beban Gaji dan 

Tunjangan DPRD pada tahun 2022 yang sebesar Rp. 

52.326.471.801,00. Penurunan tersebut dikarenakan adanya satu 

orang anggota Dewan yang meninggal dunia dan satu orang pindah 

partai sehingga Gaji dan Tunjangannya ditangguhkan sementara.  

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta 

KDH/WKDH merupakan Beban Dana Operasional Pimpinan 

DPRD yang pada tahun 2023 berjumlah Rp. 393.120.000,00. 

Jumlah tersebut sama dengan Beban Dana Operasional Pimpinan 

DPRD tahun 2022.   

 

4.3.2.2 Beban  31 DESEMBER 2023 31 DESEMBER 2022 

                     Barang Pakai Rp. 3.917.492.820,00  Rp 1.309.221.300,00 

    Habis  

Beban Barang Pakai Habis merupakan jumlah beban yang 

disebabkan oleh penggunaan barang persediaan. Saldo jumlah 

Beban barang pakai habis sama dengan jumlah saldo penggunaan 

barang pada Aplikasi SIMDARA. Jumlah Beban Barang Pakaian 

Habis sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 pada Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi sebesar Rp. 3.917.492.820,00.  Beban Barang 

Pakai Habis pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi terdiri dari Beban 

Alat Tulis Kantor, Alat Listrik, dan Barang Cetak 

Rincian Beban Barang Pakai Habis untuk  Tahun 2023 pada 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.17 

Beban Barang Pakai Habis  

Tahun Anggaran 2023 
Dalam Rupiah 

KODE REKENING URAIAN JUMLAH KET

8.1.2 Beban Barang Pakai Habis 3.917.492.820,00 

8.1.2.01.01.0023 Beban Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi 1.450.000,00 

8.1.2.01.01.0024 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor

892.337.600,00 

8.1.2.01.01.0025 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover

158.655.000,00 

8.1.2.01.01.0027 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Benda Pos

5.950.000,00 

 8.1.2.01.01.0029  Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer 

        689.757.950,00 

 8.1.2.01.01.0030  Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Perabot Kantor 

          22.550.000,00 

8.1.2.01.01.0031

 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Listrik 83.372.950,00         

8.1.2.01.01.0032

 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Perlengkapan Dinas 5.400.000,00           

8.1.2.01.01.0033

 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Perlengkapan Olahraga 25.500.000,00         

8.1.2.01.01.0035

 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Suvenir/Cendera Mata 1.132.180.820,00    

8.1.2.01.01.0036

 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.425.000,00           

8.1.2.01.01.0043  Beban Natura dan Pakan-Natura 898.913.500,00        

Dari tabel diatas diketahui bahwa Beban Alat/ bahan untuk 

Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi pada tahun anggaran 2023 

sebesar Rp. 1.450.000,00, Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor 

sebesar Rp. 892.337.600,00 sebagai perbandingan pada tahun 2022 

Beban Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor  

sebesar Rp. 116.439.100,00. Terdapat peningkatan pada Beban Alat/ 

bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 

775.898.500 karena adanya pembelian Kalender per Dewan 500 

eksemplar. 

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan 

Cover pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 158.655.000,00 
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sedangkan pada tahun anggaran 2022 Beban Alat/ Bahan untuk 

Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover pada tahun anggaran 2022 

sebesar Rp. 171.579.000,00. Terdapat penurunan pada Beban Alat/ 

Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover sebesar Rp. 

12.924.000,00 

Pada Tahun Anggaran 2022 Beban Alat/ Bahan untuk 

Kegiatan Kantor – Benda Pos pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 

5.950.000,00. Sedangkan pada tahun 2022 Beban Alat/ Bahan untuk 

Kegiatan Kantor – Benda Pos sebesar Rp. 9.900.000,00.. Terdapat 

penurunan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos 

sebesar Rp. 3.950.000,00 

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan 

Komputer pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp.698.757.950,00 

Untuk perbandingan pada tahun 2022 Beban Alat/ Bahan untuk 

Kegiatan Kantor – bahan Komputer sebesar Rp. 295.060.200,00 

Terdapat peningkatan Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – 

Bahan Komputer sebesar Rp. 403.697.750,00 karena adanya 

pembelanjaan Komputer. 

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik pada 

tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 83.372.950,00. Sebagai 

perbandingan pada tahun anggaran 2022 Beban Alat/ Bahan untuk 

Kegiatan Kantor –Alat Listrik berjumlah sebesar Rp. 57.464.000,00. 

Terdapat peningkatan Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – 

Alat Listrik sebesar Rp. 25.908.950,00. 

Beban Natura dan Pakan Natura pada tahun anggaran 2022 

sebesa Rp.898.913.500,00. Pada tahun 2022 Rp.658.779.000,00. 

belanja Natura dan Pakan Natura tidak diakui sebagai Beban Barang 

Habis Pakai dan konsumsi akan Beban tersebut dimasukan kedalam 

Belanja Barang Non Persediaan. 
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Beban Persediaan sebesar Rp.3.917.492.820,00 telah sesuai 

dengan saldo penggunaan pada SIMDARA dan telah sesuai dengan 

Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan Periode 1 Januari s/d 31 

Desember 2023 Tahun Anggaran 2023 Nomor 

025/AT/BAR.AT.AL/SETWAN/1/2024 tanggal 5 Januari 2024. 

 

4.3.2.3 Beban Jasa  31 DESEMBER 2022      31 DESEMBER 2022 

       Rp. 21.673.824.437,00    Rp 16.529.962.420,00     

 

Beban Jasa merupakan konsumsi atas jasa dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain – lain berupa 

beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang 

tidak menghasilkan aset. Jumlah Beban Jasa pada tahun anggaran 

2023 adalah sebesar Rp. 21.673.824.437,00. Sedangkan pada tahun 

anggaran 2022 jumlah Beban Jasa adalah sebesar Rp. 

16.529.962.420,00. Terdapat peningkatan Jumlah Beban Jasa pada 

tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 5.143.862.017,00. 

Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2023 pada Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Beban Jasa Tahun Anggaran 2022 

Dalam Rupiah  

KODE REKENING URAIAN JUMLAH KET

8.1.2.02. Beban Jasa          21.673.824.437,00 

8.1.2.02.01 Beban Jasa Kantor          16.674.411.434,00 

8.1.2.02.02 Beban Iuran Jaminan/Asuransi               274.917.053,00 

8.1.2.02.04 Beban Sewa Peralatan dan Mesin            1.257.086.000,00 

Beban Sewa Gedung dan Bangunan            1.030.000.000,00 

8.1.2.02.07 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya                 24.000.000,00 

8.1.2.02.08 Beban Jasa Konsultasi Kontruksi               222.937.550,00 

Beban Jasa Konsultansi Konstruksi               457.772.400,00 

8.1.2.02.12 Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, 

Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan 

Pelatihan

           1.732.700.000,00 

  



 

 
 

Laporan Keuangan Audited 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

Tahun Anggaran 2023 
 

 
 

95 
 
 

Beban Jasa Kantor merupakan konsumsi atas jasa dalam 

rangka penyelenggaraan kegiatan opersional kantor, baik itu 

Honorarium Narasumber, Gaji Tenaga Kontrak Kerja, Gaji Tenaga 

Ahli Fraksi, Kelompok Pakar Tenaga Ahli, Biaya Tol, Tagihan 

Listrik, Telepon, Medical Check Up pimpinan dan anggota DPRD, 

Biaya Adventorial, dan lainnya.  Dari Tabel diatas diketahui bahwa 

Beban Jasa Kantor Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun anggaran 

2022 adalah sebesar Rp 16.674.411.434,00 dengan rincian sebagai 

berikut : 

 

Tabel 4.19 

Beban Jasa Kantor Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah  
KODE REKENING URAIAN JUMLAH KET

8.1.2.02.01 Beban Jasa Kantor       16.674.411.434,00 

8.1.2.02.01.0003 Beban Honorarium Narasumber atau 

Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, 

dan Panitia

           347.630.000,00 

8.1.2.02.01.0004 Beban Honorarium Rohaniwan            144.400.000,00 

8.1.2.02.01.0005 Beban Jasa Tenaga Kesenian dan 

Kebudayaan

           259.000.000,00 

8.1.2.02.01.0006 Beban Jasa Tenaga Administrasi         5.042.380.689,00 

8.1.2.02.01.0007 Beban Jasa Tenaga Ahli         2.300.000.000,00 

8.1.2.02.01.0008 Beban Jasa Kontribusi Asosiasi              41.000.000,00 

8.1.2.02.01.0009 Belanja Jasa Pengolahan Sampah              24.000.000,00 

8.1.2.02.01.0010 Beban Jasa Jalan/Tol            486.443.400,00 

8.1.2.02.01.0011 Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan 

Pemotretan

        6.770.000.000,00 

8.1.2.02.01.0012 Beban Tagihan Telepon                5.075.950,00 

8.1.2.02.01.0013 Beban Tagihan Listrik            823.280.975,00 

8.1.2.02.01.0014 Beban Langganan Jurnal/Surat 

Kabar/Majalah

           149.312.700,00 

8.1.2.02.01.0015 Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV 

Berlangganan

           211.705.820,00 

8.1.2.02.01.0016 Beban Paket/Pengiriman                     75.000,00 

8.1.2.02.01.0017 Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan 

Perizinan                1.861.900,00 

8.1.2.02.01.0018 Beban Medical Check Up              68.245.000,00  

 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) penyajian laporan 

keuangan pemerintah dilakukan secara akrual, sehingga pencatatan  

beban dilakukan saat terjadi transaksi. Dengan demikian pencatatan 

beban Tagihan Telepon, Listrik dan Wi Fi untuk pemakaian bulan 
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Desember 2023 dilakukan pada tutup buku tahun 2023 dan diakui 

sebagai Utang Beban pada tahun 2023 dikarenakan pembayarannya 

dilaksankan pada tahun 2023.  

Adapun Rincian beban tersebut, sebagai berikut : 

 

Tabel 4.20 

Pengakuan Akrual Beban Jasa Kantor Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah 

KODE REKENING URAIAN JUMLAH KET

8.1.2.02.01.0059 Beban Tagihan Telepon                5.075.950,00 

8.1.2.02.01.0061 Beban Tagihan Listrik            823.280.975,00 

8.1.2.02.01.0063 Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV 

Berlangganan            149.312.700,00  

Beban Iuran Jaminan/Asuransi adalah konsumsi atas jasa 

dalam rangka pemenuhan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan 

kerja dan jaminan kematian bagi Non ASN di Sekretariat DPRD 

Kota Bekasi. Beban uiran jaminan/ asuransi Sekretariat DPRD Kota 

Bekasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 274.917.053,00. dengan rincian 

sebagai berikut :  

 

Tabel 4.21 

Beban Jasa Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah  

KODE REKENING URAIAN JUMLAH KET

8.1.2.02.02 Beban Iuran Jaminan/Asuransi            274.917.053,00 

8.1.2.02.02.0005 Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non 

ASN

           246.976.914,00 

8.1.2.02.02.0006 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 

bagi Non ASN

             12.417.839,00 

8.1.2.02.02.0007 Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non 

ASN

             15.522.300,00 

 

Beban Sewa Mesin dan Peralatan terdiri dari sewa 

kendaraan dan sewa kebutuhan peralatan dekorasi Rapat Paripurna.  

Beban sewa mesin dan peralatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 1.257.086.000,00 dengan 

rincian sebagai berikut : 
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Tabel 4.22 

Beban Sewa Mesin dan Peralatan Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah  

KODE REKENING URAIAN JUMLAH KET

8.1.2.02.04 Beban Sewa Masin dan Peralatan         1.257.086.000,00 

8.1.2.02.04.0118 Beban Sewa Mebel            506.700.000,00 

8.1.2.02.04.0121 Beban Sewa Alat Pendingin              20.000.000,00 

8.1.2.02.04.0123

Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya 

(Home Use)            730.386.000,00  

Beban Sewa Tetap Lainnya adalah Beban Sewa Tanaman 

untuk dekorasi penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa, Beban 

Sewa Tetap Lainnya pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 

24.000.000,00. 

Beban Jasa Konsultasi Konstruksi merupakan Beban Jasa 

Konsultasi Perencanaan Arsitektur – Jasa Nasihat dan Pra Desain 

Arsitektur, yakni beban atas konsumsi jasa konsultan perencana 

dalam persiapan lelang kegiatan manajemen building. Jumlah Beban 

Jasa Konsultasi Konstruksi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 

148.132.550,00. 

Beban Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 

Pendidikan dan Pelatihan merupakan Beban Kursus 

Singkat/Pelatihan, yakni beban atas pembayaran kontribusi workshop 

dan bimbingan pelatihan baik untuk ASN, Pimpinan dan Anggota 

DPRD Kota Bekasi. Jumlah Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, 

Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun anggaran 

2023 adalah sebesar Rp. 1.732.700.000,00 

4.3.2.4 Beban         31 DESEMBER 2023      31 DESEMBER 2022 

            Barang        Rp.18.729.687.331,00      Rp 20.141.433.151,00 

 

Beban Barang merupakan konsumsi atas barang dalam 

rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain 

berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja 
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modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Pada tahun 2022 Beban 

Barang Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebesar Rp, 

20.141.433.151,00. Dan di tahun 2023 terdapat penurunan pada 

Beban Barang sebesar Rp. 6.809.801.483,00, sehingga Tahun 2023 

Beban Barang Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebesar Rp. 

18.729.687.331,00 dengan rincian sebagai berikut : 

 

Tabel 4.23 

Beban Barang Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah  
KODE REKENING URAIAN JUMLAH KET

8.1.2.01.04 Beban BARANG 18.729.687.331,00       

8.1.2.01.04.0002 Beban Makanan dan Minuman 

Rapat

2.146.788.250,00         

8.1.2.01.04.0003 Beban Makanan dan Minuman 

Jamuan Tamu

10.755.291.500,00       

8.1.2.01.04.0004 Beban Makanan dan Minuman 

Aktivitas Lapangan

432.725.000,00            

8.1.2.01.04.0005 Beban Pakaian Dinas dan Atribut 

Pimpinan dan Anggota DPRD

41.500.000,00              

8.1.2.01.04.0006 Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) 85.750.000,00              

8.1.2.01.04.0007 Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR) 109.250.000,00            

8.1.2.01.04.0008
Beban Pakaian Batik Tradisional 193.000.000,00            

8.1.2.01.04.0009 Beban Pakaian Olahraga 195.500.000,00            

8.1.2.01.04.0010 Beban Non Persediaan 1.086.416.600,00         

8.1.2.01.04.0011 Beban Bahan-Bahan Bakar dan 

Pelumas 3.683.465.981,00         

 

Sebagai penyelenggara administrasi kesekretariatan dan 

keuangan DPRD Kota Bekasi, salah satu tugas Sekretariat DPRD adalah 

menyiapkan jamuan makanan dan minuman  rapat – rapat, penerimaan 

tamu dan penerimaan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh 

Pimpinan dan Anggota DPRD. Dari tabel diatas diketahui bahwa Beban 

Makanan dan Minuman Rapat Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2023 

adalah sebesar Rp. 2.146.788.250,00. Intensitas rapat yang dilaksanakan 
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oleh DPRD Kota Bekasi baik Internal maupun dengan stakeholder 

menyebabkan tingginya kebutuhan akan pengadaan makanan dan 

minuman rapat.  

Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi adalah konsumsi makanan dan minuman yang 

dihabiskan saat penerimaan tamu kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota 

DPRD, dan juga konsumsi makanan dan minuman yang dihabiskan saat 

pelaksaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat / Reses yang dilakukan tiga 

kali dalam setahun. Jumlah Beban Makan dan Minuman Jamuan Tamu 

Sekretriat DPRD Kota Bekasi tahun 2023 adalah sebesar Rp. 

10.755.291.500,00. Adanya aturan perjalanan dinas secara lumpsum 

menyebabkan peningkatan kunjungan dari anggota Dewan dari dalam 

maupun luar provinsi seluruh Indonesia. 

Beban Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan adalah 

konsumi yang dikeluarkan saat pelaksaan pengamanan yang dilakukan 

oleh pihak eksternal, baik itu Polisi, Dinas Perhubungan dan Satuan 

Pamongpraja. Pelaksanaan pengamanan tersebut dilaksanakan saat ada 

demonstrasi ataupun saat dilaksanakannya rapat – rapat Paripurna. 

Jumlah Beban Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi tahun 2023 adalah sebesar Rp. 432.725.000,00. 

Di tahun 2023 Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi 

menerima 5 stel pakaian dinas dan atributnya. Pakaian tersebut 

diantaranya pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian adat daerah, 

pakaian batik tradisional dan pakaian olah raga. Dari tabel diatas 

diketahui bahwa Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Sekretariat DPRD 

Kota Bekasi tahun 2023 adalah sebesar Rp. 85.750.000,00, Beban 

Pakaian Sipil Resmi sebesar Rp. 109.250.000,00 Beban Pakaian Batik 

Tradisional sebesar Rp. 193.000.000,00 dan Beban Pakaian Olah Raga 

sebesar Rp. 195.500.000,00. 
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Beban Non Persediaan merupakan Belanja Barang yang tidak 

diklasifikasikan sebagai barang persediaan dan tidak dicatat dalam 

SIMDARA, kemudian belanja tersebut direklas kedalam Beban Non 

Persediaan. Ditahun 2023 jumlah Beban Non Persediaan Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi sebesar Rp. 1.086.416.600,00.  

Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas merupakan biaya yang 

timbul akibat konsumsi Bahan Bakar Minyak baik untuk kebutuhan 

kendaraan operasional, kendaraan dinas dan juga untuk kebutuhan 

perjalanan dinas. Dimana perjalanan dinas dilakukan dengan 

menggunakan Mobil Dinas, Mobil Operasional maupun Mobil Pribadi 

dan  dalam proses perhitungan dan pertanggungjawabannya sudah sesuai 

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Beban Bahan-Bahan 

Bakar dan Pelumas Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2023 adalah 

Rp. 3.683.465.981,00. Jumlah Saldo Beban Barang sebesar Rp. 

18.729.687.331,00 telah sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi 

Persediaan Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun Anggaran 2023 

Nomor 025/AT/BAR.AT.AL/SETWAN/1/2024 tanggal 5 Januari 2024. 

4.3.2.5 Beban        31 DESEMBER 2023 31 DESEMBER 2022 
                         Pemeliharaan  Rp.6.770.889.757,00            Rp 5.302.918.275,00 

Beban pemeliharaan merupakan biaya yang 

timbul dalam rangka pemeliharaan terhadap aset-aset pada Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi. Jumlah Beban Pemeliharaan Sekretariat DPRD Kota 

Bekasi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.770.889.757,00 dengan 

rincian sebagai berikut : 

Tabel 4.24 

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah  
KODE REKENING URAIAN JUMLAH KET

8.1.2.03 Beban PEMELIHARAAN          6.770.889.757,00 

8.1.2.03.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin             673.643.344,00 

8.1.2.03.03 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan          6.097.246.413,00 
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Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin adalah biaya yang 

dikonsumsi dalam proses pemeliharaan aset tetap peralatan dan mesin 

yang ada di Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Beban Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin Sekretariat DPRD tahun 20236 sebesar Rp. 

673.643.344,00 dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 4.25 

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah  

KODE REKENING URAIAN JUMLAH KET

8.1.2.01.03 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 673.643.344,00            

8.1.2.03.02.0023 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- 

Pompa

86.395.740,00              

8.1.2.03.02.0024 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- 

Feeder

42.699.000,00              

8.1.2.03.02.0025 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- 

Electric

19.860.000,00              

8.1.2.03.02.0026 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat 

Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas 

Bermotor Perorangan

174.579.500,00            

8.1.2.03.02.0027 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat 

Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas 

Bermotor Beroda Dua

28.605.000,00              

8.1.2.03.02.0028 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 

Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

29.700.000,00              

8.1.2.03.02.0029 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 

Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel

99.165.104,00              

8.1.2.03.02.0030 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 

Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

74.935.000,00              

 

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan merupakan beban 

yang dikonsumsi dalam rangka pemeliharaan gedung dan bangunan 

Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Bekasi, dimana kebutuhannya 

pemeliharaan tersebut dikelola dalam  satu pengadaan Management 

Building. Management Building tersebut termasuk diantaranya 

pembayaran jasa Office Boy, Cleaning Service, Security dan Building 

Maintenance lainnya. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 
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Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2022 adalah sebesar Rp. 

4.482.047.725,00. 

 

4.3.2.6 Beban   31 DESEMBER 2023      31 DESEMBER 2022 

Perjalanan  Rp32.870.528.829,00       Rp 25.943.274.434,00     

 Dinas 

 

Beban perjalanan dinas merupakan segala biaya yang timbul 

dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas baik pada Pimpinan dan 

Anggota DPRD maupun unsur Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Biaya 

tersebut mencakup pemberian uang harian, uang representasi, biaya 

transport/tiket, biaya penginapan dan biaya fullboard.  

Beban Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

merupakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terdiri dari Beban 

Perjalanan Dinas Biasa, Beban Perjlanan Dinas Dalam Kota, Beban 

Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Beban Peralanan 

Dinas Paket Meeting Luar Kota. Beban Perjalanan Dinas Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi tahun 2023 adalah sebesar Rp. 32.870.528.829,00 

terjadi peningkatan sebesar Rp. 6.927.254.395,00 dibanding tahun 

2022 sebesar Rp. 25.943.274.434,00. Peningkatan Beban Perjalanan 

Dinas dikarenakan adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 

900.1.15.1/18786/Keuda tanggal 4 Desember 2023 tentang 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 dengan maksud dalam rangka pengamanan dalam 

akuntabilitas pengadministrasian keuangan daerah dan Surat Pj. Wali 

Kota Bekasi Nomor : 00.1.2/537/SETDA. Bang tanggal 10 Januari 

2023 perihal Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang 

perjalanan dinas secara lumpsum bagi Pimpinan dan Anggota Dewan, 

dengan rincian sebagai berikut : 
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Tabel 4.26 

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah 

KODE 

REKENING
URAIAN JUMLAH KET

8.1.2.04 Beban Perjalan Dinas 32.870.528.829,00     

8.1.2.04.01.0001 Beban Perjalanan Dinas Biasa 26.875.654.929,00     

8.1.2.04.01.0003 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.267.950.000,00       

8.1.2.04.01.0004 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting 

Dalam Kota 928.044.000,00          

8.1.2.04.01.0005 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting 

Luar Kota 1.798.879.900,00        
Beban Perjalanan Dinas Biasa merupakan konsumsi anggaran 

yang dihabiskan dalam pelaksanaan kunjungan kerja yang dilakukan 

oleh Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD baik diluar maupun 

dalam provinsi. Konsumsi anggaran tersebut meliputi pemberian uang 

harian uang representasi, biaya transportasi/ tiket, dan biaya 

penginapan. Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah Beban 

Perjalanan Dinas Biasa Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2023 

adalah sebesar Rp. 26.875.654.929,00 

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota merupakan konsumsi 

anggaran yang dihabiskan dalam pelaksanaan kunjungan kerja yang 

dilakukan didalam kota Bekasi. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 

muncul dari pelaksaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, dimana 

biaya ini muncul sebagai bentuk pemberian uang harian kepada 

Koordinator, Pengawasan dan Pendamping kegiatan penjaringan 

aspirasi masyarakat. Dari tabel diatas diketahui bahwa Beban 

Perjalanan Dinas Dalam Kota Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 

2023 adalah sebesar Rp. 3.267.950.000,00. 

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting merupakan konsumsi 

anggaran yang dihabiskann dalam pengadaan halfboard maupun 

fullboard yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Dari 

tabel diatas diketahui bahwa Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting  
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dalam Kota tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.267.950.000,00. Dan 

untuk Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp. 

1.798.879.900,00. 

4.3.2.7 Beban       31 DESEMBER 2023 30 DESEMBER 2022 

PenyusutanRp. 3.910.498.544,00       Rp 3.461.105.045,00 

dan Amortisasi 

 

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi 

sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan 

(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. 

Jumlah Beban Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah 

sebesar Rp.  3.910.498.544,00 

Rincian Beban Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.27 

Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2023 

Dalam Rupiah 
KODE 

REKENING
URAIAN JUMLAH KET.

8.2.1 Beban Penyusutan 3.910.498.544,00 

8.2.1.02.01 Beban Penyusutan Alat Bantu 232.738,00 

8.2.1.02.02 Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor 

Perorangan

294.032.555,00

8.2.1.02.03 Beban Penyusutan Alat Pengolahan 205.813,00

8.2.1.02.04 Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya 82.742.517,00

8.2.1.02.05 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya 

(Home Use)

518.324.666,00

8.2.1.02.06 Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat 342.687.440,00

8.2.1.02.07 Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya 795.101.432,00

8.2.1.02.08 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar Lainnya 1.000.000,00

8.2.1.02.09 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia Air 

Teknik Penyehatan

205.812,00

8.2.1.02.10 Beban Penyusutan Radiation Detector 513.530,00

8.2.1.02.11 Beban Penyusutan Personal Computer 500.000,00

8.2.1.02.12 Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer 611.045.252,00

8.2.1.02.13 Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan 88.321.981,00

8.2.1.02.14 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor 1.169.207.518,00

8.2.1.02.15 Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ 

Prasasti Lainnya 1.500.000,00             

8.2.1.02.16 Beban Penyusutan Jaringan Listrik Lainnya 4.877.290,00             

8.2.1.02.17 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 25.000.000,00  
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4.3.3 Surplus  31 DESEMBER 2023            31 DESEMBER 2022 

           DefisitLO(Rp. 150.305.502.953,00)            (Rp136.068.262.699,00) 

 

Surplus/(Defisit) LO merupakan selisih antara Pendapatan 

dan Beban. Sampai dengan 31 Desember 2023 Sekretariat DPRD 

Kota Bekasi memperoleh defisit LO sebesar 

(Rp150.305.502.953,00) 

 

4.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas  

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan 

penghubung Antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang 

kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada 

tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

4.4.1. Ekuitas Awal  31 DESEMBER 2023  31 DESEMBER 2021 
                                  Rp.53.331.638.396,22      Rp.49.029.095.274,22 

 

Nilai ekuitas awal merupakan nilai kekayaaan bersih Tahun 

2023 yang merupakan selisih dari nilai aset dan nilai kewajiban pada 

Tahun 2022 dan menjadi nilai ekuitas awal pada Tahun 2023. 

 Nilai ekuitas awal Tahun 2022 sebesar Rp. 

49.029.095.274,22  sedangkan Nilai ekuitas awal Tahun 2023 

sebesar Rp. 53.331.638.396,22  perinciannya adalah sebagai berikut : 
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4.4.2. Surplus    31 DESEMBER  2022        31 DESEMBER 2021 

    (Defisit) LO  (Rp.150.195.586.933,00)   (Rp.136.068.262.699,00) 

      

Sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 terdapat Defisit LO yang 

merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual)   yang 

mengurang i nilai ekuitas pada Neraca Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

sebesar (Rp. 150.195.586.933,00). 

 

4.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terdiri 

atas : 

 

 

ASET LANCAR

- Kas Dibendahara Pengeluaran -Rp                                         

- Persediaan 631,403,020.00Rp                     

ASET TETAP

- Tanah 1,000,000,000.00Rp                  

- Peralatan dan Mesin 23,525,779,519.80Rp                

- Gedung dan Bangunan 50,198,312,629.00Rp                

- Jalan, Irigasi dan Jaringan 151,764,700.00Rp                     

- Aset Tetap Lainnya 648,751,100.22Rp                     

- Akumulasi Penyusutan (23,781,687,529.80)Rp               

ASET LAINNYA

- Aset Tidak Berwujud 280,710,000.00Rp                     

- Aset Lain-lain 2,194,414,919.20Rp                  

- Akum Amor Aset Tidak Berwujud (230,709,998.00)Rp                    

- Akum Peny. Aset Lain-lain (1,215,299,434.20)Rp                 

TOTAL ASET 53,403,438,926.22Rp               

KEWAJIBAN

- Utang Beban 71,800,530.00Rp                       

EKUITAS AKHIR 53,331,638,396.22Rp               
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4.4.3.1 Terdapat Transfer Keluar  Aset Tetap sebesar (Rp. 

2.097.275.000,00)  

Terdapat pengurangan nilai ekuitas sebesar (Rp. 2.161.589.833,00). 

Adapun saldo transfer keluar tersebut terdiri dari : 

1. Transfer Keluar Mobil Dinas Jabatan berupa Toyota Vellfire 

A/T/V no polis B 1106 KQN  sesuai dengan BAST Nomor 

024/ 3023/SETWAN.UMUM tanggal 30 Mei 2023 Rp. 

853.800.000,00. 

2. Transfer Keluar Alat Rumah Tangga Alat Pendingin Rp. 

118.333,00. 

3. Transfer Keluar Mebel sesuai dengan BAST Mutasi Barang/ 

Aset Nomor 024/7182,BAST.Umum Rp. 42.800.000,00. 

4. Transfer Keluar 1 Unit Kendaraan Roda 4 Toyota Terios 

sesuai dengan BAST Nomor 024/165/Setwan.umum Rp. 

232.400.000,00. 

5. Transfer Keluar 1 Unit Kendaraan Roda 4 Toyota Terios 

sesuai dengan BAST Nomor 024/166/Setwan.umum Rp. 

208.300.000,00. 

6. Transfer Keluar 1 Unit Kendaraan Roda 4 Toyota Terios 

sesuai dengan BAST Nomor 024/167/Setwan.umum Rp. 

232.400.000,00. 

7. Transfer Keluar 1 Unit Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang 

Innova G M/T sesuai dengan BAST Nomor 

024/164/Setwan.umum Rp. 283.620.000,00. 

8. Transfer Keluar Mobil Dinas Avanza 1.5 Veloz sesuai dengan 

BAST Kendaraan Operasional Nomor : 

024/534/Setwan.Umum Rp. 219.150.000,00. 

9. Transfer Keluar Aset Tetap berupa Meja 1/2 Biro, Kursi 

hadap Depan Mejas Kerja Pejabat Esselon III, Filling Cabinet 
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Besi, Rak Besi, Rak Kayu sesuai dengan BAST Nomor 024/ 

547.1/SETWAN.UMUM Rp. 24.805.000,00. 

10. Reklas Aset Peralatan Mesin (Sepede Motor Yamaha X-Ride) 

Setwan ke Aset Rusak Berat/Usang Sesuai dengan Keputusan 

Walikota Bekasi No: 032/Kep.194-BPKAD/IV/2023 Rp. 

49.166.500,00. 

11. Reklas Aset Peralatan Mesin (Sepede Motor Yamaha X-Ride) 

Setwan ke Aset Rusak Berat/Usang Sesuai dengan Keputusan 

Walikota Bekasi No: 032/Kep.194-BPKAD/IV/2023 Tanggal 

10 April 2023 Rp. 15.030.000,00. 

 

4.4.3.2 Terdapat Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

sebesar (Rp. 4.027.960.079,00)  

4.4.3.3 Terdapat pengurangan nilai ekuitas sebesar (Rp. 

4.027.960.079,00). Adapun saldo tersebut terdiri dari : 

1.  Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sesuai dengan SK Nomor : 

032/Kep.16-BPKAD/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 Rp, 

17.310.705,00. 

2. Transfer  Masuk Mobil Dinas sebanyak 5 unit sesuai dengan BAST 

Kendaraan Operasional Nomor : 024/BAST.123-Setda.Plk Rp. 

1.551.600.000,00. 

3. Reklas Aset Peralatan Mesin (Sepede Motor Yamaha X-Ride) 

Setwan ke Aset Rusak Berat/Usang Sesuai dengan Keputusan 

Walikota Bekasi No: 032/Kep.194-BPKAD/IV/2023 Rp. 

9.143.250,00. 

4. JP Mutasi Masuk Kendaraan Opersional Dinas Rada 4 Isuzu 

PHR54U-CAA1N1 4 x 2 HT sesuai dengan BAST Nomor 

024/BAST.928-Setda.PK Rp. 233.900.000,00. 
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5. Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Meubeleir Rp. 

1.925.000,00. 

6. Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Meja 

Rapat Pejabat Rp. 215.000,00. 

 

 

4.4.4. Ekuitas Akhir    31 DESEMBER 2023    31 DESEMBER 2022 

                                 Rp.57.251.360.127,22      Rp. 53.331.638.396,22 

 

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 

57.251.360.127,22 merupakan selisih Nilai Aset dan Nilai Kewajiban 

sampai dengan akhir tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut:  

ASET

ASET LANCAR

- Kas Dibendahara Pengeluaran -Rp                                   

- Persediaan 653.479.000,00Rp               

ASET TETAP

- Tanah 1.000.000.000,00Rp            

- Peralatan dan Mesin 30.040.416.559,80Rp          

- Gedung dan Bangunan 50.358.457.879,00Rp          

- Jalan, Irigasi dan Jaringan 151.764.700,00Rp               

- Aset Tetap Lainnya 648.751.100,22Rp               

- Akumulasi Penyusutan (26.494.760.032,80)Rp         

ASET LAINNYA

- Aset Tidak Berwujud 280.710.000,00Rp               

- Aset Lain-lain 2.145.248.419,20Rp            

- Akum Amr Aset Tidak Berwujud (255.709.998,00)Rp              

- Akum Peny. Aset Lain-lain (1.197.988.729,20)Rp           

TOTAL ASET 57.330.368.898,22Rp         

KEWAJIBAN

- Utang Belanja 79.008.771,00Rp                

EKUITAS AKHIR 57.251.360.127,22Rp          

 

 



 

 
 

Laporan Keuangan Audited 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi 

Tahun Anggaran 2023 
 

 
 

110 
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota 

Bekasi  Tahun Anggaran 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum 

sasaran-sasaran stratejik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 sudah terpenuhi, hal tersebut 

terbukti dalam penyerapan fisik Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2023 

adalah sebesar 95,82% meski penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2023  

sebesar 82,38% atau setara 152.358.854.438,00. 

Hal ini disebabkan karena adanya hambatan dan kendala dalam 

pencapaian target yang telah ditetapkan, kendala tersebut antara lain: 

1. Kegiatan Perjalanan ke luar harus mendapatkan izin dari 

Kementerian Dalam Negeri. Perjalanan dinas luar negeri 

dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang 

sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan 

peningkatan hubungan kerja sama luar negeri, serta secara 

konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Pertimbangan 

Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kota Bekasi  atas 

kondisi masyarakat yang butuh perhatian dan tugas yang 

masih banyak harus diselesaikan maka penyerapan 

anggarannya tidak maksimal. 

 

2. Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki anggaran sesuai 

dengan usulan Panitia Kerja (Panja) sedangkan tugas 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebagai fasilitasi 

penyelenggara administrasi kesekretariatan dan keuangan 

serta  mendukung dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan 

fungsi DPRD Kota Bekasi. Dalam pelaksanaan tugas 

tersebut Sekretariat DPRD seringkali dimana anggaran 

tersebut harus disediakan namun penggunaannya sesuai 

dengan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota 

Bekasi yang dibahas untuk Rapat Badan Musyawarah.  
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3. Sekretariat DPRD Kota Bekasi melakukan efektivitas dan 

efisiensi seluruh siklus input, proses dan output yang 

mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, 

program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan 

(kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran 

berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan 

mencapai target-targetnya.  

 

4. Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki tugas sebagai 

penyelenggara administrasi kesekretariatan dan keuangan 

serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota 

Bekasi. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Sekretariat 

DPRD seringkali harus melakukan penganggaran kegiatan 

yang bersifat insidentil, dimana anggaran tersebut harus 

disediakan namun penggunaan sesuai dengan kebutuhan 

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi. 

 

5. Upaya meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit 

dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran. 

Dengan diberikannya kewenangan sepenuhnya kepada 

Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk menentukan 

aktivitasnya dalam mencapai kinerja yang telah 

ditetapkannya akan semakin meningkatkan fleksibilitas. 

Sementara itu jelasnya informasi kinerja dan biaya yang 

digunakan untuk mencapai kinerja tersebut secara otomatis 

akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan. 

 

6. Sekretariat DPRD Kota Bekasi melakukan efisiensi melalui 

perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan 

output (hasil), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai 

dengan penggunaan anggaran yang terbatas. Dengan 

jelasnya pendanaan suatu aktivitas, maka dapat 

mengidentifikasi seluruh belanja dilingkungannya dan dapat 

pula dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun 

sebelumnya. 
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Diharapkan Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat 

menginformasikan data-data yang digunakan dalam pengelolaan keuangan 

dan menjelaskan Laporan Keuangan lembar muka (Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca). 

Berdasarkan Bab I sampai dengan Bab V dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Target kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 yang 

tercermin pada indikator keberhasilan program dan kegiatan menurut 

urusan pemerintah baik wajib maupun pilihan sudah mencapai target 

yang ditetapkan. 

2. Sampai dengan 31 Desember 2023 Belanja Sekretariat DPRD Kota 

Bekasi sebagai berikut : 

 

No Uraian Jumlah 

1 Target Belanja APBD  Tahun 2023 sebesar 184.951.581.620,00 

2 Realisasi Belanja APBD  Tahun 2023 sebesar 152.358.854.438,00 

3 Sisa Belanja APBD  Tahun 2023 sebesar 32.592.727.182.00 
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3. Sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 Posisi Neraca Sekretariat 

DPRD Kota Bekasi terdiri atas : 

No Uraian Jumlah 

1 ASET 57.330.368.898,22 

2 KEWAJIBAN 79.008.771,00 

3 EKUITAS 57.251.360.127,22 

 

 

Bekasi, 21 Mei 2024 

SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI 

  
 
 

          AHMAD SAHRONI, S.Sos, M.Si 

          NIP. 19740706.200604.1.009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN – LAMPIRAN  
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